“

.

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR &#TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANCA DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Menmngat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

baliwa untuk tertibiiya pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016,
perlu  menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kzebupaten Buton Tahun Anggaran 2017;

. Pasal 18 ayet (b) Undang-Undang Dasar INegara Kepublik

Indoncsia Tahun 1945:;

Undang - Undang Momor 20 Tabun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I1 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
{4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Uncang Undang Momor 28 Tahun 1999  tentanp
Penvelengzara Negara yang Bersih dan Bebas dan Kerupsi,
Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 735, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan
MNegara (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);
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Undang-Uncang  Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2004 Nomor 5, Tasmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 4355);

Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeolaan dan Tanggung Jawab Keunangan Nepara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Fembangunan Nasional (Lembaran Nepara
Repubbik Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan

Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

- Undang-Undang Namor 33 Taliun 2004 tentang Perimbangan

Keuangar Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 120, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

- Undang Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembsran
Negarz Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2014 tentang Maelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewar Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indenesia Nomor
5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repuihlilz Tndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kszli diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kkedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (l.emharan Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56793);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah darn Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemecrintah Nomor 24 Tahun 3004 tentang
Kedudukan Protokeler dan Kenangan Pimpinan dan Anggota
Dewar. Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negare Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagimana telah diubah dengar Peiaturar
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
2340);

Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuargan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran MNegara Repuhlik Indonesia Nomeor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintan Nomor 56 Talun 2005 tenlang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Wegara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaen Keuangan Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Inconcsia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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Sistem_l:'engendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48590);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Stendar  Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Ncgara
Reputlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturar Pemerinzah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Tembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Numwor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 41 Taehun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan  Presiden Nomoar 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubak tcrakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyvusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Peryampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
lenlang Pedomnan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APRD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banluan Sesial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sesial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Alorual Pada Permnerintah Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahur Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Buten Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ..... Tahun 2016
rentang Anggaran Pendapatan dan Eelanja Dacrak
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017:

. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Kebyakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KA3UPATEN
BUTON TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintahau Dacrali  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh  Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilar Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prnsip otonomi seluas
luasnya daleun sistemn dan prinsip Negara Kesalvan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksnd dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah  vang memimopin
pelaksanaan urusan  pcmerintahan  yang — menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Buton.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan vang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daeral tersebut.
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Pezlgelnla:?_n Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanj utnye
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersams
olch pemerintali davrah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disinglat

SKPD adalah perargkat daerah pada pemerintahan daerah
selaku penggune anggarar/ pengguna barang,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disinglat SKPKD adalah perangkat daecrah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna harang, vang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena jabatannya mcmpunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
caerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kkepala satuan kerja pengelola
keunangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkar BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
hendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran acdalah pejabal pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokck dan
fungsi SKFD vang dipimpinnyva.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.,

» Ruasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

Kuasa BUD adalah pejabat vang diheri kunasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan scbagian tugas dan [ungsi
SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang oertanggungjawab  atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
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Panitia/Pejabat Penerima  Hasil  Pekerjaan adalah
Panitia/Pejabat ~ vang ditetapkan oleh Perngguna
ﬂnggarlan /Kuasa Pengguna Anggaran vang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Ef:j.ahat Penatausaliman Keusngan SKPD, yang selanjutnya
nlsmgkat PPR-SKPD adalah pejabhat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pads SKPD.

Pq_cjabal Pelakszna Teknis Kegiatan, yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang rugasnva.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausshakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pclaksanaan APDD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional wvang
ditunjux uniuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pclaksanaan
APBD pada SKPD.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat vang
ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas
perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir,
pembust doltumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yvang
ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharan
yvang melaksanakan fungsi sebagai kasir, atau pembuat
dokumen penerimaan.

. Bendahara Penerimaan Pembaniu adalah pejabatl yang diberi

kuasa untuk melakeanakan sebagian kewenangan bendahara
penerimaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
bendahara penerimaan,

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan scbagian kewenangan bendahura
pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi
bendahara pengeluaran.

Akuntansi  adalah  proses  identifikasi, pencalatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengkhtiseran transaksi
dan  kegjadian keuaagan, penvajian  laporau seita
penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintakan, vang selanjutnya disingkat
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan Kkeuangan
pemerintah daerah.
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SAP Berbhasis Akrusl adalah SAP yang mengakui pendapatai,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial
herba:ais akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis vang ditetapkan dalam APBD.

Basis Akrual adalah basis akuntensi yang mengalui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saul kos atau sctara kas dites iue alau dibayar

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjumya disingkat LKA
adalah laporan yang menvajikan informasi realisas;
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA,,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggararn,
yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggeran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, korcksi dan SAL akhir,

Nerzca adalah laperan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset. utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam perdapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
ardalah |aporan yang menysajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan selara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tangeal pelapus ar.

Laporan Perubalian Ekuitas yang sclanjulnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas vang terdin dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan eckuitas akhir.

. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat

CalLll adalah laporan yang menyajikan informasi teutanyg
penjelasan atau daftar terinei atau analisis atas nilai suaty
pos yang disaiikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan
LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Entitas pelaporan adalan unit pemerintahan yang terdin atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan wajb meayvampaikan
leporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
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Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan  axuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan,

Layanan Pengadaan Secara Elekmronik, vang selanjutnya
disingkat LPSE adalah unil kerja yang dibentuk untuk
menyelengarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara elekronik.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah  perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran herikutnya dan
tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

. Urusan Pemcrintahan adalah kekuasaan pemecrintahan yvang

menjadi  kewenangan Presiden vang pelaksanannya
dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah, untuk
melndungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebjyjakar SKI'D dalam bentuk
upaya vang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuvai dengan misi SKPL.

Kegialan adalah bagian dari program yvang dilaksanakan satu
atau lebith unit kerja pada SKPD sebagai bagian dan
pencapaian sasaran terukur pacda suatu program dan terdin
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), bareang modal
termasnk peralatan dan teknologi, dana, atan kembinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (Larget) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program aiau keluaran yvang diharaplkan dari snatn kegiatan

Kelnaran (output) adalah harang atan jasa yang dihasilkan

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Kas Umum Daerah adalah tempat menvimpan uang daerah
yang citentukan oleh Bupafi untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayzar seluruh
pengeluaran dacrah,

Rekening Kas Umum Dacrah adalah  rekening tcmpat
penyimpanan uang daerah vang ditentukan oleh Bupath
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membavar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetaplkan.
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Penerimaan Daerah adalah uang yvang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adzlah uang vang keluar dari kas
daerah, '

. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah vang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- Belanja Dacrah adalah kewajiban pemerintah daerah yang

dialui sebagai pengurang nilzi kelkayasn bersih.

- Surplue Anggaran Daerah adalsh solisih  lebih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.

. Defisit Angparan Daerah adalah selisih kurang antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yvang perlu
dibayeu kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembal, baik pada tahun anggaran yang hersangkutan
maupun pads tahun-tahun anggaran berikutnya.

Barang Milik Daeran adalah semua barang yvang dibeli atau
diperoleh atas beban AFPBD arau berasal dari perolehan
lainnya yang salw.

Penyimpan Barang Daerah adalah pegawal yang scrahi tugas
untuk menerima, menyimpan. dan mengeluarkan harang.
Penpgurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yvang diserahi
tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses
pemakaian yvang ads di setiap SKPD/unit kerja.

s1sa Lebih Penghitungan Angpgaran yang selanjutnya i
mingkat S1.I'A adalah sclisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama saru periode anggaran.

Pinjaman  Daerah adalah semua transaksi vyang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima mantaat yang bernilai uang dari pithak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uwang vang wajib dibavar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah
vang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau alabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya vang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang wvang wajib dibayar
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah
vang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yvang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan gpuna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak
dapat dipenuli dalam satu talhun anggaran.
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[nvestasi adalah peaggunasn aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapa:
meningkatkan kemampuan pemerintah  dalam  rangka
pelayanar. kepada masyarakat.

Kebpakan Umum APBD yang selanjutnya digsingleat KA
adalah dolkumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuic periode 1 (saru) tahun.

Prioritas dan Dlafon Anggaran Scmentara yuny selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritss dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPL) untuk setap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA SXPD sebelum discpakati dengan DFRD,

Rencana Kerja dan Anggeran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKFD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana
belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar
penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang sclanjutaya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen vyang memuat
pendapatan, dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dukumen Pelaksanaan Perubahar Anggaran SKPD, yang
selanjutnya  disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja  yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguiia anggaran.,

Angparan Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang hersumher dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkar SPD
adalah desumen yang menyatakan lerscdianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penebitan SPP.

5. Surat Permintaan Pembayaran, vang selanjatnya disingkat

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

5P Uang Dersediaan, yang sclanutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen vang diajukan oleh bendahara pengeliaran
untuk permintazn uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tdak dapst dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP
GU adalah dokumen vang digjukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
vang tidak dapar dilakukan dengan pembayaran langsung.
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. SPP Tambahan Uang Persectaan, yang selanjutnya disingkat

SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatau SKPD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uang persediaan,

SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintacn pembayaran langsung kepeada pihak kKetiga atas
dasar pemanjian kontrak kerja arau surat perintah leeryja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang
dekumennya disiapkan oleh PPTK.

- Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanutnya disingkal

SP2D adalah dokumen vang digunakan sebagai dssar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, vang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen vang diterbitkan oleh
pengeguna  anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
menerhifkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang
sclanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
citerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang perscdiaan yang telah dibelanjakar.

Surat l'erintah Membayar Tambahian Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pergguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA SKPD, karena kebutuhan dananya mclebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dckumen yang diterbitkar oleh
pengguna anggaran/kuasa  pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga
dan barang yang nyata dan past jumlahnya sebagai akibat
perbnatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
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Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberiken kepada
perusahaan /lembaga tertentu vyang bertujuan urtuk
membantu biava produksi agar harga jual produksi/iasa
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
Perusehaan/lcmbaga tertentu adalah perusahaan/ lembaga
yang menghasikan produk atan jssa pelayanan umum
masyarakat.

Hibah adalsh pemberian uang/barang atau jasa darn
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daeral, masyarakar dan
organisasi kemasvarakatan, vang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan

untuk menunjang penyelenggarsan urusan pemerintal
daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/fatau masyarakat yang sitatnya tidak
gecara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Bantuan Keuangan adalah alokasi anggaran bantuan
yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah desa
dlau pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik
sesnal dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan yang bersitat umum =adalah bantuan
keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnva a‘au
pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan
keuangan yvang peruntulcan dan pengelolaannya
diarahkan/ ditetapkan cleh pemerintah daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat scbagai Pegawai ASN secaua lclap uleh pejabat
pembina kepegawaian untuk  menduduki jabaran
pemerintahan.

FPegawai Tidak Tetap atau sebutan lain adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan kebutuban
dan kemampuan keuangan daerah untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



BAR II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

(1)

2

(3)

(4

Pagal 2

Bupati seleku kepala pemerintah daerah memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
pemerintah caerah dalam kepemilikan kekayaar dzerah yang
dipisahkan.

Pemcgang kckuasaaun  pengelolaan  Kkeuangan  daerah
scbagaimana dimaksud pada  ayat (1) mempunyai
kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
daerah;

c. menetapkan Pengguna Anggaran /kuasa pengguna
anggaran dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang:

d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau hendahara
pengeluaran;

e. menetapkan pejabat  yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan daerah:

f. menetapkan pejabat vyang bertuges melakukan
pengelolaan utang dan piutang dacrah;

g. menetapkan pecjabat yang  bertugas melakukan
pengelolaan barang milik daerah, dan

h. menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolazn keuangan
daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya atau seluruh
keltuasaarnya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

o. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku pejabar pengguna
anggaran/penggune barang daerah pada SKPD masing-
masing.

Pelimpahan wewenang sebageimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prineip

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.



Ragian Kedua
Koordinator Pengelolaan Kenangan Daerah

Pazal 3

(1} Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf
a, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu
Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemeriniahan dsersh termasuk
pengelolaan keuangan daerah.

(2) Sekretaris Dzerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas koordinasi di bidang:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
APBD;

b. penvusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

¢. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
AFBD;

d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD, dan
pertangmingawsban pelalisanaan ADBD:

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan
pejabat pengawas keuangan daerah: dan

[. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3} Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayart (2) Sekretaris Daerah mempunya tugas:

a. memimpin TAFLY,

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan AFBL;

¢. menyiapkan pedoman pengelolaan bareng daerah;
d

. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-
BKFD; danr

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan
keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa vang
dilimpahkan eleh Bupati.

(4| Koordinator pengelolaan keuangan daerah beranggung
jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat [3) kepadsa Bupati.



Hagian Ketiga

Pejabat Pengelols Keuangan Daerah

Pasgal 4

(1) Kepala SKPKD sgelalon PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) hurufl b, mempunyai tugas:

.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelalaan
keuangan daerah;

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APDI;

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah:

menyusun  lapuan keuangan daerah dalam rangka
pertangpungjawzban pelaksanaan APBD: dan

melaksanakan tugas lainnya herdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinva selaku BUD

berwenang:

.
b. mengesahkan DPA-SKFD/DPPA-SKPD;

e

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

iz

g,

h.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

pencrimaan dan pergeluaran kas dacrah;
menctapkan SI'L;

menyilapkan pelaksanaan pinjaman dan  pemberian
pinjaman atas nams pemeriniah daerah:

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah: den

menyajikan informasi keuangan daerah;

(3| PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD
selaku kuasa BUD.

(4| PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daeral.

asal &

{1 Penunjukan kuasa BUD scbagaimana dimaksud dalam asal
4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

(21 Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat (1),
mempunysai tugas:
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1.

menyiapkan anggaran kas:
menyiap<an SFD-
menyiapkan SP20:

menyimpan selurnh bukti asli kepemilikan kekayaan
daerah;

- memantau pelaksanzan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang ditunjuk;

mengusahakan dan wengalur dena yang di perlukan
dalam pelaksanaan APRID:-

menyimpan uang daerah:

melaksanakan  penempatan  uang  daerah  dan
mengelola/menatausahakan investasi daerah;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum daereh;

mclaksanakan pemberian pinjaman atus nama
pemerintah daerah;

melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah: dan

melakukan penagihan piutang daerah.

(3} Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada BUD.

Pzasal 6

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan
SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;

b. melakulkan pengendalian pelaksanaen APBD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pemerintah daerah;

d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah; dan

e. menyajikan informasi kenangan daerah.



Ragian Keempat

Pejabat Pengmina Anggaran /Pengguna Barang

(1)

(2|

(3

Pasal 7

Kepala SKPI) selalm Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf
¢, mempunyal tugas:

a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yauyg dipimpinnys;

c. mclakuxan pengujlan atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melakucan pemungutan penenmaan bukan pajak:

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yarg telah ditetapkan;

h. menancatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang vang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. mengelola barang milik daersh/ kekayaan vang menjadi

tangzurg jawab SKI'D yang dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKIMD
yang dipimpinnva;

l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang
dipimpinnya;

m. melaksana<an tugas-tugas pengguna anggaran /
pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahken oleh Bupati; dan

n. bertangzurg jawab atas pelalksanaan tugasnya kepeada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pengadaan baraneg/jasa, Pengouna Angearan
bertindak sebagai Pejabat Pembua! Komitmen sesuai
peraturan perundang-undangan di  bidang FPengadaan

Boreng ! Jasa Pemerintaa.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selalku PPK dilarang
mengadakan ikatan peranjian atau menandatangani kontrak
dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia
anggaran atau tdak cukup rersedia anggaran yvang dapat
menpakihatlean dilampaninya batas angparan yvang tersedia
untuk kegiatan /proyek yang dibiayai dari APBD.



(4] Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab

dari segi administrasi dan fisik atas pengadaan barang/jasa
vang dilaksanakannya.,

Bagian Kelima

Pejabal Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang

(1)

(2]

(3)

(4)

Pasal 3

Pejabat  Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam
melaksanakan tugas-tugas scbhagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa per.gguna barang.

Felimpahan sebagman <ewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarken pertimbangan tingkatan daerah,
beseran SKPD, besaran jumlah uang yvang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

Felimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat |1) ditetapkar olehh Bupati atas usul Kepala SKPD.

Pelimpshan sebagainon kewenangan khusus pada lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, dilakukan hanva
untuk kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 50.000.000,-
(Lima puluh juta rupiah).

Pelimpsahan sebagian kewenangan sebagaimana pada ayat
(1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pergeluaran

atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran kegiatan unit kepa vang
dipimpinnya sesuai batas kewenangan vang dilimpahkan
vleh PA;

¢. melakukan pengujian alas lagihan dan memerintahkan
nemhavaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasams dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;

mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan pada unit
kerja vang dipimpinnya sesvai batas kewenangan vang
dilimpahkan eolch PA; dan

g mclaksanakan tugas-tuges huasa pougpuim algRaian
lainnyva berdasarkan kewenangan vang dilimpahkan oleh
pejabat pengguna anggaran.



)

(8)

Kuasa pengguna anggaran)kuasa pengguna  barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran | pengguna
barang.

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayal
(3} dalam melaksanakan kegialan vang dipimpinnyva dapa-
menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Pengeluaran

Pembanlu  sebagaimana dimaksud ayat (8 ditetapkar
dengan keputusan Bupati atas usul KPA.

Hagian Keenam

Pejabat Penatausahasn Keuangan (PPK) SKPD

(1}

(2)

(3)

Pasal 9

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKFN, kepala SKPD menetapkan pejabat yang mclaksanakan
fungsi rata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
PPK-SKPD sebagairrana dimaksud pada ayat (1). mempunyai
tugas:

A. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang diswupaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahuif disetujui nleh PA/KPA/FPTK:

b. meneliti kelengkapan SPP-1IP, SPF-GU, SPE-TU, SPP-LS
gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan kelentuan perundang-
undangan yang diajukan vich bendahara pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP;
menyiepkan SPM;
melakukan verifikasi harian #las penerimaan;
melakukan wverifikasi kebenaan  ierhadap  Laporan

Pertanggungjawaban vang disampaikan oleh hendahara
penerimazn dan pengeluaran kepada PA/KPA;

g. melaksanakan akuntansi SKFD; dan
h. menyiapkan laporar keuangan SKPD.

FPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yzang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/
daerah, bendshara, dan/atau PPTK.

P 0



Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 10

(1| Bupati atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah
menetaskan bendahara penerimasn untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD.

(2} Bupati atas usul Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
sclaku PPKD wenetapkan bendahara pengeluaran untuk
melaksanalkan rugas kebencaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

(3) Bendahara pererimaan dan bendahara pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
fungsional.

{44 Dendahara pencrimaan dan bendahara pengeluaran bak
secara  langsung maupun tidak langsung, dilarang
melakukar kegiatan perdagangsn, pekerjaan pemborongan
dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan / pekerjaan /penjualan, serte membuka rekening/ giro
pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi.

(5) Bendahara penerimaan danjatau bendahara pengeluaran
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oieh
bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara
pengeluarsn pembantu pada unit kerja terkait.

(6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaraan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPLD) selaku BUL.

Fasal 11

Bencahara pengeluaran sebagai wajib pungurt pajak penghasilan
(FPh] den pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak vang dipungutnya ke rekening kas negara
pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank
persepsi atau pos giro dalam jangka wakiu sesual dengan
lketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 12

(1) Untuk mendulung tugas perhendaharaan, bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh
pembantu bendahara.



(2) Bupati atas usul Kepala Dinas Pendapatan Dacrah dapal
menetapkan pembantu bendahara penerimaan urtulk

melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen
Denerimaan pada SKPD.

(3) Bupati atas usul Kepala Badun Pengelola Keuangan Daerak
sclaku PPKD dapai menetapkan pembantu bendahars

pengeluaran untuk melaksanakan ‘ungsi sebagai kasir,

pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusaan gaji
pada SKPD.,

Pasal 13

Bupati atas usul PA/KPA dapat menetlapkan bendahara
penerimazn pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
Lkompetensi dan /atau rentang kendali dan pertimbangan objektil
lainnya.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 14

(1) Segala penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola
dalam APBD.

(2) Setiap SKPD yang mempunya:r tugas melaksanakan
pemungutan dan/atau penerimaan pendapatan dacrah wajib
melaksanakar pemungutan dan/atau penenmaan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disctor ke
rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu] hari kerja.

(9) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan
batas tertinggi untuk seriap pengeluaran belanja.



(6) Pengeluaran tidak dapat dibebanlan pada anggaran belanja
Jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam APED.

\7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
dilakukan kecuali jika dalam keadaan darurat, yang
selanjutnya diusulkan dalam TANcAngan perubahan APBD
dan/atau disampaikan daam laporan realisasi anggaran.

(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud nada avat
(B6) ditetapkan sesuai dengan peraturan pt:rundahg—
undangan.

(9) Setiap SKPD dilarang meclakukan pengeluaran atas beban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah
ditetapkan dzlam APBD.

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat,
tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Faragraf 1
Penypapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 15

(1) FPKD paling lambat 3 (tiga] hari kerja setelah peraturan
daerah tentang APBD ditetapkan., memberitahukan kepada
semua kepala SKPD agar menyusun rancangan D'PA- SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pads ayat (1),
merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan,
angparan yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut,
dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD  serta
pendapatan yang diperkiraxan.

(3} Kepala SKPD menyerahkan rancangsn DPA-SKPD kepzada
FPKD paling lambat 6 (eram) hari kerja setelah
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayst (1)
disampaikan.

(4) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3] memuat
program/kegiatan.
(6) DPA-PPKD DPA-SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakean untuk MENAMPUng :
a. pendapaten yang berasal dar dana pernmbangan dan
pendapatan hibah:



(1)

(2)

()

(4)

(1)

(2)

(3}

(1)

b. belanja hung.a, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terdugga; dan

. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

Pasal 16

TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD
bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat 15 {Lima
belas ) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada
ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan
persetujuan Sekertaris Daerah.

DPA-5KPD yang telzh disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD, Inspektorat
Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7
{fujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 2
Anggaran kas

Pasal 17

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun
anggaran kas SKPD.

Fancangan anggaran kKas SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan
dengan rancangan DPA-SKPD.

Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 18

FPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah
daerah guna mengatur kKetersediaan dana yvang cukup untuk
mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
disahkan.



{2] Angegaran kas sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat
perkirzan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan
dan perkiraan arus keluar yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegiatan calam setiap periode.

(3) Mekanisme pengelolaan kas pemerintah daerah ditetapkan
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Pelaksanasn Anggaran Pendapatan Naerah

Pasal 19

(1) Scmua pendapatan dacrah dilaksanakan melalui rekening
kas umum daerah.

(2} Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lenglkap
dan sah.

(3) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib
mengintensifkan pemungutan pendapatan vang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya.

(4} SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari  yang
ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 20

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar,
hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatar. bunga, jasa pgiro, atau pendapatan lain sebagai
akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan
dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah.

Pasal 21

(1) Pengembalian atas kelebikan pendapatan dilakukan dengan
membebankan pada pendapatan vang bersangkutan untuk
pengemhbalian pendapatan yang terjadi dalem tahun yang
sama.



(2)

(3)

Untuk pengembalian kelebihen pendapatan vang tcrjaci
pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja
tidak terduga.

Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayar
(2) harus didukung dengan bukli yang lengkap dan sah.

Fasal 22

Semuz pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah dileksanakar melzlui rekering kas umum
daerah dan dicatat schagai pendapatar daerah.

(1)

(2)

{3)

(1

(3

(6)

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Dasrah

Pasal 23

Selap pengeluaran belanja atas beban APBD harus
didukung dengan bukt yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan  oleh  pejabat vang berwenang dan
bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak
dapat dilakukan sebelim Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah serta
Peraturan Bupaii tentang Penjabaran APBD ditetapkan yang
ditempatkan dalam Derita Dacrali.

Pengeluaran kas scbagaimana ditnaksud pada ayat (3) tidak
termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
vang bersifat wajib vang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan olch pemerintah daerah
dengan jumlah vang cukup untuk keperluan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai,
belanja bararg dan jasa.

Belanja yang bersifat wapnb sedagaimana dimaksud pada
ayat (4] merupakan  belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Bagian Kelima



Belanja Tidak Langsung

Paragraf 1
Hiheih

Pasal 24

(1) Hibah dapat diberikan kepada:

2)

(3

(3)

a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lain;

¢. badan usaha milik ncgara atau badan ussaha milik
daerah; dan/atau

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasvarakatan yang
berbadan hukum Indonesia

Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementeriai yang
wilayah kerjanya yang berada didalam wilayah Kabupaten
Buton, dengan ketentuan:

a. hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan /atau

b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan
bauang den jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Hibah kepada pemerintah dserah lainnya sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom

baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milk negara atau badan usaha
milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf c,
diberikan kepada hadan usaha milik negara atau badan
uszha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerintah daerah dar pemerintah sesuai dengan
ketentuar. peraturan perundang-undangan.

Hibah  kepada badan, lemubaga, dan  organisasi
kemasyarakatan vyang berbadan  huknum  Indonesia
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diberikan kepada
badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
dibentulc berdasarkan peraturan perundang-uncangan.

Pasal 25

Pemberian hibah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilaksankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



[2) Persyvaratan penerima, penganggaran, pelaksanaan dan
pn_eﬂatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban
hibah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2
Bantuan Sosial

Pasal 26

{1} Pemenntah daerah dapai memberikan bantuan sosial

kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan
daerah.

{2) Pemberian bantuan sosial sehagaimana dimalsud pada avat
(1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat unluk rnasyarakat.

(3) Anggota/kclompok masyarakat scbagaimana dimaksud pada
avat (1}, meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat vang
mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari
Xrisis sosial, ekonerm, pelitik, bencana, atau fenomena
alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non  pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain vang berperan untuk
melindungi individu kelompok, dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27

(1) Pemberian bantuan sopsial sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 26 dilaksankan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan penernma, penganggaran, pelaksanaan dan
pefialausahaan serta pelaporan can pertanggungjawaban
bantuean sosial, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.



Paragraf 2

Bantuan Kenangan

Paszal 28

[1) Pengajuan bantuan keuangan untuk desa disampaikan

<)

(3)

(4)

(3)

(2)

(3)

secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SXPD vang
membidangl Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahar
Desa untuk mendapatkan perselujuan.

Pengajuan bantuan kecuangan untuk desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) deagan melampirkan persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang
Pengalokasian can Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pengauan bantuan keuangan setelah disetujui oleh Bupati
diteruskan kepada Kcpala SKPKD scbagai dasar pencairan
dana bantuan keuangan.

Kepala SKPKD atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima
persetujuan bantuan keuangan dari Bupati kemudian
melakukan penelitian / pemeriksaan kelengkapan
administrasi pengajuan bantuan berikut lampirannya.

Setelah berkas pengauan bantuan keuangan dan
lampirannya dinyatakan lengkap dan memenuki syvarat.
Kepala SKPXD atau pejabat yang ditunjuk melakukan
proses pencairan dana sesual dengan prosedur pelaksanaan
dan penatausahaan keuangan daerah.

Penerima bantuan keuangan setelah menerima bantuan dan
menggunakan sesual dengan peruntukannva. wajib
membuat laporan  pertanggungjawaban  penggunaan
bantuan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalu
Kepala SKPKD dengan tembusan kepada Kepala SXPD/unit
kerja vang bersangkutan.

Pasal 29

Pengurus partai pelitik tingkat daerah mengajukan surat
permohonan bantuan keuangan partaei politik kepada
Bupadil.

Sural pernmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan
lainnya.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pzda ayat (2)
menggunakan kop surat dan cap stempel partai nolitik serta



(#)

(6]

melampirkan sebhanyak 2 (dua) rangkap Lkelenglapan
administrasi berupa:

a. surat keputusan DPP Partai Polittk yang menetapkan
Susunan Xepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten
yang dilegalisir olch Ketua Umum dan  Sckielans
Jenderal DPP Partaa Polilk atau sebutan lainnya atau
dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-
masing partai politik;

b. foto copy Surat Keterangan NPWP vang dilegalisir Pejabat

yang berwenang;

¢. surat Keterangan autcentikasi hasil penctapan perolehan
kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum
DPED tingkst Kabupaten wvang dilegalisir Ketua atau
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;

d. nomor rekeming kas umum parta1 pohitik vang dibuktikan
dengan pernyataan pembulkaon rekening dari bank yang
bersangkutan:

¢. rencana penggunaan dana bantuan keuangsn partai
poliik dengan mencantumkan besaran paling sedikit
60% dari jumlah bantuan vang ditenma untuk
pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yvang bersumber dari APBD tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan

g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan
bertanggungiawab secara formil dan materil dalam
penggunaan anpgaran bantuan keuangan partar politik
dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan
apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang
ditandatangani Ketua dan Sekretaris artau  sebutan
lainnya diatas materai dengan mengginakan kop surat
parta pelitik.

Surat permohonan sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
termbusannya disampakan kepada Ketua Komisi Permlihan
Umiurn Dacrali dan Kepala Badan Kesatusn Bangsa dan
Perlinchingan Masyarakat Kahupaten Buatan atan sebutan
lainnya.

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan
keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada
avar (3), dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan



(7)

(8)

(9)

Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik tingkat Kabupaten,

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {6) diketuai
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Bulon atau sebutan lainnya.

Keanggotaan Tim Veriflikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {6) terdiri dari Inspektur, Kepala BPKD, Kepala Bidang
Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton, Sekretaris
KT'UD, Kabag Hukun Selda EKabupaten, dan Kasubid
Kelemmbagaan Parpol, Fasilitasi Pemilu dan Wawasan
Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Pelitik Kabuparen.

Pembentukan Tim Verifikasi sebagaiaman dimaksud pada
ayat (4] ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(L0} Hasil veritikasi kelengkapan administrasi permohonan

bantuan kecuangan pariai pelitik tingkat dacrab dibuat
dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati dengan
melampirkan  kelengkapan  persyaratan  administrasi
permchonan bantuan keuangan partai polibk sebagai satu
bagian yeng tidak terpisahkan.

(11) PPKD  atas persctujuan Bupati menyalurkan bantuar

keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat
daerah dengan melampirkan berita acara hasil verifikas
kelengkapan administras.

(12) Ketua atau sebutan lan partai politik tingkst daerah

menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan kcuangan
yvang disalurkan sebagaimzna dimaksud pada avat (11)
kepada Bupati melalui PPKD, dengan melampirkan:

a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki
nomor rekening bank atas nama Pengurus Parlai Poitik
tingkat daerah; dan

b. surat tanda terima uang bantuan vang dibuat dalam
bentuk kwitansi ditandatengani diatas materai oleh
Ketua dan Bendahara Partai Polittk dengan
menggunakan kop surat dan cap stempel parta: politik.

(13) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(12) disertai dengan penandatanganan berita acara serah
terima bantuan keuangan oleh Sekretaris Daerzh atas nama
Bupati sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan
Bendahara Partai Politik atau sebutan lain tingkat daerah
sebagai Pihak Kedua dan dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 30

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana
penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional
sekretariat partai politik.



(2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran
bantuan yang diterima.

(3) Partai politik wajib membuat dan menyampaikan laporan
pcrtanggungjawaban PeLIerIIdul dan pengeluaran
keuangan vang bersumber dari APBD secara herkala 1 {satu)
tahun sekali kepada Bupati melalu: PPKD dengan tembusan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa den Politik Kabupaten
setelah dincenksa oleh BI'K.

(#) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
avat (3) disampaikan oleh Ketua atau sehutan lsin partai
politik tingkat daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah
diperiksa oleh BPK.

Peragraf 4
Bantuan Tanggap Darurat

Pasal 31

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga vang
dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan/ataa bencana sosial,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya vang telah ditutup ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan diberitahulkan kepada DPRD
paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
dimaksud ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keburuhan yang
diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah
mempertimbangkan  efisiensi dan  efektivitas  serta
menghindari adanya tumpang tndih pendanaan terhadap
kegiatan-kegiatan yang telah didanai dar. anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

{3) Pimpinan instansiflembaga penerima dana tanggap darurat
bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebu: dan
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana
tersebut kepada Bupati.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Anggaran Pembiavaan Daerah

Purayraf 1
Sisu Lebih Perfitungun Anggarcn (SiLPA) Tuhun Sebelumnya



Pasal 32

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil dar pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja
langsung; dan

c. mendanai kewajiban lainnyz yang sampai dengan akhir
tahun anggaran belum diselesailkan.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagzimana cimaksud
dalam  Pesal 32 huruf b didaserkan pada DPA-SKPD vang
telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan
SKFPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-
SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD
menyampaikai laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
fisik dan non fisk maupun keuangan kepada PPKD paling
lambat pertengahan bulan Desember tashun anggaran
berjalan.

(3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah
terlebih dahulu dilakukan pengujiar schagai berikut:

a. msa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau
belum  diterbitkar  SP2T)  atas  kegiatan  yang
bersangkutan;

b. sisa SFD yang belum diterbitkan SPP, SPM atzu SP2D;
atau

¢. SP2D yang belum dinangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telan disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dijadikan dasar peclaksanaan
penyelesaian pekerjaan dan penyvelesaian pembayaran.

(5} Pekerjaan wvang dspat dilanjutkan dalam bentuk DPAL
memenuhi Kriteria;

a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada
tahun anggaran berkenaan; dan

b. keterlambatan penvelesaian pekerjaan diakibatkan bukan
karcna kelalaian pengguna anggaran/bearang atau
rekanan, namun karena akibat dari force major.

Paragraf 2
Dana Cadangan



(1)

(2)

(3)

()

(5)

(2)

(2)

(3)

Zogal 34

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas
nama dana cadangan Pemernntah Daerah yvang dikelola oleh
BUD.

Dana cadangan tidak dapat digunakon untuk membiayai
program dan kegiatan lain diluar vang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dzana
Cadangan.

Program dan kegiatan vyang ditetapkan berdasarkan
peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi
untuk meaksanakan program dan kegatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih
dahulu dipindahbulkukan ke rekening kas umum daerah.

Pemindahbuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling tinggi se¢jumlah pagu dana cadangan yang akan
digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatean dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan vang ditetapkan
dalam Peramiran Daerah tentang Permmbhentulian dana
cadangan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh
Kuasa BUD alas perselujuan PPKD.

Dalam lial program dan Kegiatan sebagaimana dimaksad
pada ayvst (3) telah selesai dilaksanaksn dan target
kinerjanva telah tercapai, maka dana cadangan yang masih
tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke
rekening kas umum dacrah.

Pasal 35

Dalam ha' dana cadangan vang ditempatkan pada rekening
dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio vang memberikan hasl tetap dengan resiko
rendah.

Pencrimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan
vang ditempatkan dalam portofolio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.

Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. deposito; dan
b. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.



(4

Penatausahaar pelaksanasn program dan kegiatan yang
dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan
penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Paragraf 3
FPinjamen Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 36

Fenerimaan pinjaman dacrah dan obligasi daerah dilakukan

melalui rekening kas winurm daerah,

Pemerintah dacrah tidak dapal memberikan Jaminan atas
pinjaman pihak lain.

Pendapatan daerah dan/atan aset daerah (barang milik
daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang
mihk daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat
dijadikan jaminan obligasi dacrah.

Pasal 37

Eepala SKPKD melakukan penatausaliaan atas pinjaman daerah
dan obligasi daerah.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 38

Pemerintzh daerah wajib melaporkan poesisi kumulatif
pijaman dan kewajiban  pinjamman  kepada Menteri
Keuangan dan Merteri Dalam Negeri sefiap akhir semester
fahun anggaran herjalan.

Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, terdiri atas:

a. juralah penerimaan pinjaman;

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan

C. sisa pinjaman.

Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan poknk utang
dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan
APBD} tidak mencukup urtuk pembayvaran bungz dan
pokok wutang dan/atau oblignsi daerah scbagamana



(1)

(2)

(1)

(2)
3)

(4)

dimaksud pada ayat (1), Bunati dapat melakukan
pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau
setelah perubahan APBD.

Pasal <0

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau
obligasi daerah sebelum perubahan APDD  dilaporkan
kepada DPRD dalam pemhahasan awal perubahan APBD.

Pelampauan pemhbayaran bunga dan pokok utang dan/atau
obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada
DPRD dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 41

Kepala SKFKD melaksanakar pembayaran bunga dan
cicilan pokok ulang danjatau obligasi daerah yang jatuh
tempao.

Pemhayaran bhunga pinjaman dan/atau obligasi daerah
dicatat pada rekening belanja bunga.

Pembayaran denda pinjaman dan/atan oblgasi daerah
dicatat pada rekening belanja bunga.

Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obkgasi daerah
dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 42

Pengelolaan obligasi dacrah ditetapkan dengan DPeraturan
Bupat tersendiri.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1|
paling sedikit mengatur mengenai:

a. penetapan strategi dan kebijekan pengelolaan obligasi
dzersh termasuk kebjakan pengendalian resiko;

perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;
penerbitan obligasi daerah;

penjualan obligasi daerah melalui lelang;

pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
pelunasan pada saat jatuh tempo;

pertanggungjawaban; dan

aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar
perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.

TR ote DT



(3)

(1)

(2)

(1)

(2

(1)

(2)

(3)

Penyusunan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Paragraf 4
Piutang Daerah

Pasal 43

Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat
waktu.

PPEK-SKPFD melakukan penalausahaan alas  penerimaean
piutang atan tagihan daerah yvang menjadi tanggung jawab
SKPD.

Pasal 44

Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan
seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselessikan sesuai
peraturan perundang-undangan veng berlaku.

Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah
dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk
didahulukan penyelesaizennya sesuzai dengan paraturan
perundang-undangan.

Pasal 45

Piutang daerah yang terjadi sebagai akiba: hubungan

keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali

piutang dacrah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri

dalam peraturan perundang-undangan.

Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan

penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara

penyelesaiannya  diatur tersendiri dalam  peraturan

perundang-undangan.

Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh:

a. Bupati uniuk jumiah sampai dengan
Rp. 5.000.000.000.00 (ima milyar rupiah};

b. Bupati dengan perserujuan DPRD untuk jumlah lebih
dari Ep.5.000.000.000,00 (lima milvar rupian).

Pasal 46



(1) Kepala SKPD setiap  semester melaporkan realisasa
penerimaan piutang kepada Bupati melalui Kepala BPKD
selaku Kepala SKPKD.

(2) Bukti pembayaran piutang SKPD dari pithak ketiga harus
dipisabkan dengan bukti pencrimaan kas atas pendapatan
pada tahun angearan benalan.

Ragian Ketujuh
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

Paragraf 1
Caji Pegainai Negeri Sipil, Hanor Pegawail Negeri Sipil
dan Pegawail Tidak Tetap

Pasal 47

(1} Gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil ditetapkan sesuai
dengan xetentuan peraiuran perundang-undangan yang
dibebankan pada belanja masing-masing SKPD.

{2) Pegawai ncgeri sipil dapat diberikan tunjangan gaj
kelipabelas yang dibayvarkan sesuai ketentusn peraturan
perundang-undangan.

{3) Pemerintah  Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada pegawa negenn spil dalam rangka
peningkatan keseahtcraan pegawai berdaserkan beban
kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi.
prestasi kerja dan/atau pertimbangan cobyektif lainnya
dengan memperhanksn kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh  persetujuan DPRD sesual dengan <etentuan
peraturan perundangan-undangan.

4} Tambahan  penghasilan berdasarkan  beban kerja
sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) diberikan kepada
pegawai negeri sipi vang dibebani pekerjaan  unluk
menvyelesaikan tugas-tugas vang dinilai melampaui bheban
kerja normal.

{5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
sebagaimana dimaksud pada avat (3) diberikan kepada
pepgawai negeri sipil yang dalam melaksanakan (ugasiys
berada di dzerzh yang memilik tingkar kesulitan tinggi dan
daerah terpencil.

6) Tambahan  penghasilan berdasarken kondisi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan xepada
pegawai negerl sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
herada pada lingkungan kerja vang memiliki resiko tinggi.



(7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

i9)

(1)

(2)

(3)

(#)

(1)

(2)

se:bagai_mana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada
pegawal negeri sipll vang dalam mengemban tugas memiliki
keterampilan khusus dan langka.

Ta_mhgi.mn penghasilan  berdasarkan  prestasi  kerja
sehagm:ma_na _di!'ngksud pada ayvat (3} dibenkan xepada
pegawal negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
dan/atau inovasi.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyeltif
19111?1}'3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka
pcnmgk‘atan kesejahteraan umum pegawai, seperti
pemberian uang makarn.

Pasal 48

Honer/insentif dalam kegiatan vang kepanitiaannva
melibatken  personil lintas SKPD  ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Honor/insentif dalam kegiatan yzng kepanitinanya hanya
melibatkann personil internal SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD.

Honor/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2] disesuaikan dengan kemampuan anggaran setiap
SKPD.

Peretapan hesarmmya honer/insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayar (2) mengacu pada Peraturan Bupati
tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016.

Pasal 49

Pegawai tidak tetanp atau sehitan lain yang
diangkat/ditunjuk pada Dbidang tugas berdasarkan
Keputusan Bupati diberikan honorarium sesuai kemampuan
keuangan pada masing-masing SKPD yang besarnya
mengacll pada Peraturarn Bupati tentang Standar Biava
Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buten Tahun
Anggaran 2016.

Khusus bagi pegawai tidak tetap atau sebutan lain yang
mempunyal bidang tugas scbagai TDolisi Damong ['raja
{Satpam RS3UD/Petugas Pemadam Kebakaran/Petugas
URC, diberikan tambahar. penghasilan berupa uang makan
setiap bulan yang besarnya mengacu pada Peraturan Bupati



(1)

(2)

(3)

(4)

(L)

tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016.
Pengangkatan/penunjukan Pegawai Tidak Tetap atau
sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayet (1) ditinjau
kembali sctiap tahun anggeran unluk disesuaikan dengan
kebutuhan orgenisasi dan kemampuan kenangan daerah.

Paragraj 2
Kerja Lembur

Pasal 50

Pegawal Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap atau sebutan
lain dapat diberikan uang lembur, atas suatu pekerjaan
yang silatnya sangat mendesak penyelesaiannya dan
dikerjakan diluar jam kerja dengan waktu kerja paling
banyax 3 (tigal jam sehari pada hari kerja, dan paling
banyak 8 (delapan) jam sehari pada hari libur.

Besarnya ueng lembur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), termesuk uang makan dan mmnum serta snack, diatur
dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di
lingkungen Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran
2016.

Besarnya uang lembur pada hari libur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] adalah sebesar 200V dan besarnya
uang lembur pada hari kerja.

Pelalisanaan Lembur harus dilengkapi dengen Surat
Perintah Kerja, absensi dan hasil/oufput pekerjaan yvang
diverifikasi oleh atasan langsung Penanggungjawab
kegiatan.

Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayvat (4)
memuat tenlang jenis dan rencana walktu kegiatan yang

diperlukan, yang dizeluarkan oleh Kepala SKPD.
Paragraf 3
Tambahan Penghasilan PN3

Pasal 51

Tambahan Peaghasiian bag Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan beban kerja, terdiri dari:

a, Koordmator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (FPKD);

c. Pejabat penerima pelimpshan sebagian kewenangan
PPKD



. Bendahara Umum Daerah (BUD);
Kuasa Bendahara Umum Daerah {Kuasa BUD);
Pengguna Anggaran/ Rarang:

oM oA

Kuasa Pengguna Anggaran /Barang;
- Pejabat Penatausahaan Kenangan (PPK);
Pejabat Pelakszna Telmnis Kegiatan (PPTK);

Bendahara Pengeluaran:

R

Bendahara Penerimaan / Pendapatan:

fem— W { . [y
.

Pembantu Fendahara Penermaan:
. Pembantu Bendahara Pengeluaran:
Bendahara Pengeluaran Pembantu:
Bendahara Penerimaan Pembantu;
Penyimpan Barang;
Pengurus Rarang:
Peiahat Fembuat Komitmen [PPX) Barang dan Jasa;
Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

R tow oo Hy

Petugas Linit Pelavanan Pengadazn (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah;

u. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elekirorik (LPSE):
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan (PPHP):

w. Petugas Pengelola Sistem Informasi;

Petugas Pengelola Website Pemerintah Daerah;
Pengeiola Dena Bantuan Operasional Kesehatar;
Sopir Mobil Dinas;

Pramutamu;

=

E:d .H

N

4. Petugas Kebersihan;

0. Front office pelayanan perizinan dan nonperizinan;
aa.Tenaga Instalatur;

bb. Tenaga Operator Genset;

cc. Tenaga Operator Li't;

dd. Tenaga Operator Gardu Listrik;

ee. Tenapga Operator Jaringan Air;

ff. Koordinator Pengawas PJU;

gg. Pembantu Pengawas PJU;

hh. Pembantu Operator Genset;

il. Tenaga Operator Consule (OC);

1. Operator Sistem Informasi Geografis/SIG (PBB-P2);
kk. Operaror Data Entri PBB-P2;



Il.  Petugas Penagih Pajak/Retribusi: dan
mm. Petugas dan Staf Khusus Tenaga Ahli Perikanan.

[2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi,

terdiri dari:

a. Dokter;

b. Paramedis;

c. Petugas Pengamanan Sandi: dan
d.

Tenaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.

(3) Besarnya tambahan pengasilan bagi PNS sebagaimana

(1)

(3)

(4]

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam DPeraturan Bupati
tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buton Tahun Anggaran 2016, kecuali ditentukan lain dalam
poraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAKKAH

Fasgl 52

Setiap Kepala SKPD, wajib melakukan pengawasan
mternal atas penyelenggaraan APBD disatuan kerjanya.
XKepala SKPD dalam melakukan pengawnsan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membuat Tberita acara hasil
pengawasan serta laporan hasil pengawasan yang memuar:

a. kesesuaian antara kegiatan dengan tolok ukur yang
Lelah ditetapkan secara efektif dan efesien;

b. laporan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang
dan jasa/aset daerah;

c. penilaian resiko atas pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran;

d. kendala- kendala yang dihadapi selama pelaksanaan
kegiatan dan anggaran; dan

e. langkah-langkah yang akan diambil untuk
meminimalisir resiko dan melakukan perbaikan.

Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara herkala setiap 3 (tiga) bulan dalam tahun

anggaran berkenaar.

Kepala SKPDL wajib menyampaikan laporan hasil

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada



Bupatli sebagai bhahan penetapan kebijakan  untuk
mewyjudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 53

(1) Inspektorat Daerah wajib melakukan pemeriksaan
dokumen atas pelaksanaan kegiatan SKPD sesua
dengen Program Keiju Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

(2) Inspcktorat Daerali  dalam  melakukan pemernksaan
sebagaimana dimaksud ayat (1), membandinglkan kincrja
dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan oleh masing-
masing SKPD.

[3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Inspektorat  Dacrah melaksanakan uji pemeriksaan atas
kegiatan pekerjaan bersama-sama dengan Kepala SKPD,
Rekanan Peryedia Barang/Jasa, dan Konsulran Pengawas.

Pasal 54

Untuk tertibnya pelaksanaan pengawasan, setiap Kepala SKPD
wajib menylapkan dan menyamoaikan dokumen-dokumen,
rencana kerja anggaren, SPMK, kontrak kerja dan hizl-hal lain
yang dilaksanakan dalam tahun anggaran bersangknutan
kepada Inspektcrat Daerah.

BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sagan Kesatn
Dasar Perubahan APBD

Pasal 55

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:



a, pﬂr].-.c!ambangan yang tidak sesuai dengan asumsi
Kebijakan Umum APBD (KUA);

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan dan antiar jeais belanja;

c. keadaan yang menycbabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam rahun berjalan;

d. keadaan Darurat: dan
e. keadaan luar biasa.

[2) Perubahan APBD hanva dapat dilakukan 1 {satu) kali dalam

1 {satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa,

Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

(1)

(2)

(3)

Pasal 56

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak
sesual dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 eyat (1) huruf a dapat berupa lerjadinya
pelampauan atau tidak tercapainya preveksi pendapatan
daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Bupau memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan
terjadinya perubahan APBD schagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 avat (1) huruf a kedalam rancangan kebijakan
umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.

Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan
PPAS perubanar APBD sebaganmana dimaksud pada ayat (2)
disajilcan secara lengkzp penjelasan mengenai:

a. perbedaan asumsi dengan KUA vyang ditetapkan
sebelumnya;

b. program dan kegiatan yvang dapat diusulkan untuk
ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan  sise waktu pelaksanaan APBD
tabun anggaran berjalan;

€. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus
dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA
tidak tercapai; dan

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus
ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui
asumsi KUA.



(4) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan
Daerah rentang Perubakan APBD diperkirakan pada akhir
bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari
adanya penganggaran kegiatarn pembangunan fisik didalam
rancangen Peraturan Daerah tentang Perubahan APRED.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 57

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 ayat |1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja
dalam jenis belanja dan antar rincian ohbyek belanja
difermulasikan dalam DPPA-SKPN.

(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukean atas perserujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dilakukan etas persetujuan sekretaris daerah.

(#) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubali Peraturan
Bupati tentang penjebaran APBD sebagai dasar

pelaksanean, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
rancargan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

(3) Pergeseran anggaran antar unit orgarisasi, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan vcara
merubah peraturan daerah tentang AP3D.

(6] Anggaran vyang mengalami perubahan baik berupa
penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dyelaskan
dalam kolom keterangan peraturan kepala dacrah tentang
penjabaran perubahan APBD,

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud avat (2) dan
ayat (3} diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 58



(1) Saldo anggaran lehih tahun sebelumnya merupakan sisa
lebih perhitungan ahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggeran
berjalan scbagaimana dimaksud dalam Fasal 55 ayar (1}
huruf ¢ dapat berupa:

al

membayar bunga dan pokok utang dan/atan obligasi
daerah yang melampaui znggaran vang tersedia
mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2);

- melunasi scluruh kewajibau bunga dan pokok utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat
adanya kebijakan pemerintah:

- mendanai  kegiatan lanjutan (DPAI) vang telah

ditetapkan dalam DPFA-SKFPD tahun sebelumnya, untuk
selanjutnya  ditampung dalam  peraturan daerah
tentang Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

- mendanai program dan kegiatan baru deungan kriteria

harus diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan; dan

mendanai Kegiatan-kegiatan yang capaian target
kinerjanya ditingkatkan dari yeng tclah ditetapkan
semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan vang
dapat diselesatken sampai dengan batas akhir
penyelesaian  pembayaran dalam  tahun anggaran
herjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk
pendanaan pengeluarzn sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) buruf a, hurufl b, huruf ¢, dan huruf f diformulasikan
lerlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk

mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d difermulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk
mendanail pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ difermulasikan teilebih dahulu dalam REA-SKPD.

(4)

(3)

Bagian Kelima

FPendanzan Keadaan Darurat

Pasal 59



(1) Keadaan darurat sebagaimana dimalksud dalam Pasal 55

{2)

(3)

(3)

(5)

(7}

(8)

ayat (1} huruf d paling sedikit memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemeriniah dacrah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara herlang:

c. berada diluar kendali dan pengarih pemerintah daerah:
dan

d. memiliki dampak yeng signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulinan vang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Dalam Lkeadaan darurat, pemerintah dacrah dapal
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APED,

Pendanaan  kKeadaan darurat yang belum  tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pade ayvat (2) dapat
manggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeliaran sebagaimana dimaksud ayat (2] termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianva
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APED,

Kritemma belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dassr masyarakat yang
anggarannys  helum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyvarakat

MPemadwalan ulang capaian targel kinerja program dan
kegiatan lzinnya dalam rahun  anggaran  berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan
terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Pendanaan keadaan cdarurat untuk kegiatan sebagaimena
dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebilh dahulu
dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana.



(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (§) dilakukan dengan pembebanan
langsung pada belanja tidak terduga.

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat [8) digunuakan hanva untuk pencarian
dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,
evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitesi, pangan, sandang, pelayvanan kesehatan dan
penampungan scrta tempal huniar sewenivrdg,

(L1) Tata cara pclaksanaan, penatausaliaan, dan
pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

a. seteleh pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala
daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fuugsi
penanggulangan bencana  mengajukan Rencans
Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencanza
kepada PPKD selaku BUD;

b. PFKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB:

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan
dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada
hendahara pengeluaran SKFD yang melakesanakan
fungsi penanggulangan bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada
Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran
pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
benecana;

e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik
dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap
darutat bencana yang dikelolanya; dan

f. petanggungjawaban ales penggunaan dana tanggap
darurat bencana disampaikan oleh <epala SKPD vang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada
PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran
yang sah dan lengkap atau surat peroyataan
tanggungjawab belanja.

(12) Dalam hal keadaan cdarurat terjadi setelah diterapkannya
perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan
pergeluaran vang belum tersedia anggarannya, dan
pengeluaran terscbut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

(13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) diformulasikan terlebih cahulu
dalam REKA-SKFD untuk dijadikan dasar pengesahan DFA-



SKPN nleh PPKN setelah memperaleh persetinjunan sekretaris
daerah.

(14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

(1)

(2)

(3)

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (5] terlebih cahulu diatur cengan peraturan kepala

daerah.

Baman Keenam

Pendanaan Keadaan Luar Biasa
Pasal 60

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1] huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan
estimasi penerimaan danfatau pengeluaran dalam APBD
mcngalami kenatkan atau penurunan lebih besar dari 50 %
{lima puluh persen).

Persentase 50 % (lima puluh persen) scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau
penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi
pencrimaan dalam APBD mengalami peningkatan lelnh dari
50 % [lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada avat
(1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau
penjacwalan ulang/peningkatan capaian targer kinerja
program dan kegiatan dalam takun anggaran barjalan.

BAE VI
PENGELOLAAN ICAS

Bagian Keasatu

Pengelolaan Pencrimaan dan Pengeluarar Kas

(1)

Pasal a1

BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan
dan pengeluaran kas dacrah.



(2} Untuk pengelolzan kas daerah sehagaimana dimaksud pada
ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada
bank vang schat.

(3) Penunjukan bank yang sechat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DBupati dan
diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 62

Untuk mendezkatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas kepada SKPD atan masyarakat, BUD dapat
membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada
bank vang ditetapkan cleh Bupati.

Pasal 63

(1} Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap
han.

(2) Saldo rckening pencnmeaan scbhbagaimana dimaksud pada
ayat (1) setiap ekhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya
ke rekening kas umum daerah.

Pasal 64

(1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
b3 diisi dengan dana yang bersumber damn rekening kas
umum daerah.

(2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada avat (1) disesualkan dengan
rencana pengeluaran vang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 65

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

(2} Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
seperti:



(3)

potongar Taspen;
potonpan Askes:
potongan PFh;
potongan PEN;

penerimaan titipan uang muka;

m o oan g

penerimaan Nang jaminan: dan

g penerimaan lainnya vang sejenis.
Pengeliaran kas sehagsimana dimalkesud pada ayat (1)
seperti:

a. penyetoran Taspen;
penyetoran Askes;
penyetoran PPh;
. penyetoran PPN;
pengembalian titipan uang muka;
pengembalian vang jaminan; dan
g. pengembalian lainnya vang sejenis.

Pererimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilabukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga,

o O N = A - T - ¢

[iiforirasi pencrimadan kas  deu peugelusuan  kas
sehagsimana dimaksud pada avat (2) dan ayat (3) disajikan
laporan arus kas aktivitas non anggaran.

Periyajian informasi sebagaimana dimaksud pada avat (6)
sesuail dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagar Kesatu

Asas Umum Penatausahasn Keuangan Daerah

Pasal 66

(1) Pergguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara

pererimaan /pengeluaran dan orang atau badan yang
HICTETIne dldu menguasai wang/barang/ kekayaan dacrah



wajib menyelenggarakan penatausahasn sesual dengan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

(2) Pejabal yang menandatangani dan/fatau mengesahkan
dolkumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan dan/atau pengeluaran alas pelaksanaan
APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan
akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Peleksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 67

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

D0 oA TP

g-

h.

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
pejabat yvang diberi wewenang menandatsngani SP2D ;
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan kecuangan dacrah,
belanja fdsk terduga, dan pengeluaran pemlwayvaan
pada SKFKD;

bendahara penermaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu SKPD; dan

pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

{2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna
anggaran/kuasa pcngguna barang scbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan.

{3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h, didelegasikan oleh Bupati kepads Kepala SKPL.

(#) Pejabat lainnys sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

mc ﬂCBi:CU.P:

A,

b.

PPRK-SKID yang diben wewcnang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD;

PPTK vang diberi wewenang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya,

pejabat vang diberi wewenang menandatengani surat
bukti pemungutan pendapatan daerah;



d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bulkti
penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
dan

e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu
bendahara pengeluaran.

(2} Penctapan pejabat sebagaimana dimaksud pads ayal (2) dan
ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 68

Untuk kelancarzan pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang
persediaan yang dikelola clch bendahara pengeluaran 1/12 dari
jumlah anggaran vang ada setelah dikurargi dengan belanja
yang mengikat dan delanjz wajib.

Baman Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal (9

(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah
paca bank pemerintah vang ditunjuk dan dianggap sah
selelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(2} Penerimaan daerah yang disctor ke rekening kas umum
daerah sebagaimana dimaltsuc padz ayat (1), dilakukan
dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan
dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
¢. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihax ketiga.
(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti
pembayvaran  oleli  pihak ketiga kepada bendahara
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayatr (2] huraf e
diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

{4} Penerimaan yang felah diterima dari pihak ketiga oleh
Bendahara  Penerimaan  SKPD langsung  disetor ke
rekening  kas umum  dacrah dan  bukti  setorannyva
disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 70



(1) Bendahara penerimaan wajih menyelenggarakan

(2)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(2)

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimeaan yang menjadi
tanggungjawabnya.

Penatausahaan atas penecrimaan scbagaimana dimmaksud
pada ayat (1) menggunakan:

a. buku kas umum
b, buku pembantu per rincian obhjek penerimaan: dan
c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

Rendahara penerimaan dalam melakukan peaatansahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD J;

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

c. Surat Tanda Setoran (ST8);

d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan/atau

e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan secara administratif atas
pengelulaan vang yang menjad: langgung jawabnya dengan
menyampaikan laporan  perfangpungjawahan  peneriman
kepada pengguna anggaran/kuasa penggura anggaran
melalai PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berkutnya.

Bendahara penerimaail pada SKPD wajib
mempertanggungiawabkan secara  fungsional atas
pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya
dengen menyvampaikan laporan pertanggpungjawaban
penerimaan kepada PFKD sclaku DBUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnva,

Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:

a. buku kas umum

b. buku rekapituiasi penerimasn bulanan; dan

c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

PPKD) selaku BUD melakukan wverifikasi, evaluasi dan
analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan pada SKPD sehagaimana dimaksud pada ayat
(5.

Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud
pada ayvat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan.

Mekanisme dan tatacara venhkasi, evaluasi dan analsis
schagaimana dimalksud pada ayvat (B) diclur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.



(1)

(2)

(3)

(4]

(6)

(1)

2)

Pasal 71

Dalam hal obyvek pendasparan daerah tersebar atas
pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib
retribusi tidak mungkin membayzar kewajibannya langsung
pada badan, lembaga keuangan alau kantor pos vang
bertugas melaksanekan sebagian tugas dan fungsi
bezlda_.hara penenmaan, dapat ditunjuk bendahara
penerimaan pembantu,

Bendahara penenmaan pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan  terhadap  seluruh  penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung
jawabnya.

Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan:

a. Bulku kas umum: dan
b. Buku kas penenmasan harian pembantu.

Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan
penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan:

a. Surat Keietapan Pajak Daerah (SKPDY);
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
Surat Tanda Setoran 'ST3);

Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan/atau

o po T

bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
bendshara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan
berlkutnva.

Bendahara oenerimaszn sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 72

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh
uang vang diterimanya ke rekening kas umum daerah
paling lama 1 {satu) hari kerja terh:tung sejak nang kas
tersebut diterima.

Bendahara penerimaan pembantu
mempertanggungiawabkan bukti penerimaan dan bukti
peayetorann darl seluruh vang kas yaug diterimanya kepada
bendahara penerimaan.




(1)

(2)

(3)

1)

2)

Pasal 78

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilalnultan oleh
bendahara pengeluaran untuk mempereleh persetujuan
dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK-SKFPD dalaimn rangka ganti uang persediaarn.

Pengajuan SPP-GU schagaimana dimaksud pada ayat (1]
dapat dilakukan apahila nang persediaan telah dipunalcan/
dipertanggungjawabkan minimal 80% dari Uang
Persediaan.

Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdin dari:

surat poengantar SPP-GLI,

nngkasan SPP-GU;

rincian pcnggunaan SP2D-UP/ GU yang lalu.

bukti transaksi yang sal dan leughap,

salinan SPD;

draft surat pernyataan untuk dilaodatangani  oleh
pengguna anggaran/kuasa pengpuna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persedian  saat pengauan SP2D  kcepada DBidang
Perbendaharaan BPKD; dan

g. lampiran lain vang diperlukan.

MO fp TP

Pasal 79

Penerbitan dan penga'uan dokumen SPP-TU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk memperoleh perselujuan
dari pengguna snggaran Jkuasa pengguna anggaran
melalui  PPK SKPD  dalam rangka tambahan uang

persediaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdiri dan:

a. surat pengantar SFP-TU;

b. ringkssan SPP-TU;

¢. rincian rencana penggunaan TU;
d. salinan SPD;
e. draft surat pernyvataan untuk ditandatangani oleh

penggina anggarsn/kKuasa pPengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang



(3]

(4)

(2]

(1)

(2)

persediaan saat pengajuan SPJD  pada Bidang
Perbendaharaan BPKD;

[. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan
pengisian tambahan uang persediaan; dan
g. lampiran lainnya.

Batas jumlah osengajuan SPP-TU harus mendapat
persctujuan dari PPFKD dengan wmemperhatikan rincian
kebutuhan dan wzktu penggunaan.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan
dalam 1(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke
rekening kas umum daerah.

Ketentusn batas waktu penyetoran sisa tambahan uang
sebagaimana dimaksud pada avat (4) dikccualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya meclebihi 1(satu) bulan;

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yvang
telah ditetapkan vang diakibatkan oleh peristiwa diluar
kendeli FA/KPA.

Pasal 80

Penerbitan dan pengsjuan dokumen SPP-LS untuk
pembayaran gsji dan tunjangan serta penghasilan lainnya
sesual dengan peraturan perundang-undangan dilaltukan
oleh bandaharzs pengeluaran guna mempercleh persemujuan
pengguna angggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK-SKFPD.

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SFP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;

o, rincian SPP-LS: dan

d. lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPPF-LS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:

4. pembayaran gaj induk;

gaj susu.an;

kekurangan gaji:

. gaji terusan;

uang duka wafat / tewas yvang dilengkapi dengan daftar
gajl induk/ gaji susulan! kekurangan gaji/ uang duka
wafat / tewas;

f. SK CPNS:

L =P e N~



(4)

19)

g. SK PNS;
- SK kenaikan pangkat;
i. SK jabatan:

=

kenaikan gaji herkala:

surat permmyataan pelantikan:

ol « b

surat pemyataan masih menduduki jabatan;
. suraf pernyataasn melalteanalkan tugas;

daftar keluarga (KP4):

fotokapi surat nileah:

fotokopi akte kelahiran:

2w o q

surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
g4,

surat keterangan masth sekolah /kalizh;

surat pindah;

surat kematian:

. SSP PPh pasal 21: dan

peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Dupati / Wakil Bupati.

Kelengkapan lampiran dukumen SPP-LS pembayaran gaji
dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

= £ & w0

Pasal £1

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan
barang dan jasa serta belanja modal untuk disampaikan
kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan
permintaan pembayaran.

Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jass serta
belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dar:

a. Surat pengantar SI'T-LS;

b. Ringkasan SI'P-LS;

c. Rincian SIPI-LS; dan

d. Lampiran SI'-LS.

Lampiran dekumen SPP LS untuk pengadaan barang cdan

1asa serta belanja modal sebagesimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d mencakup:



(4

(3)

Fmoo

11,

salinan SPD;

ealinan surat relomendasi dari SKPD teknis tetleait:

. SSP disertai faktur pajak ( PPN dan PPh ) yang telah

ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

surat perjarjian kerja sama |/ kontrak antara pengguna
anggaran / Kkuasa pengguna anggarar dengan pihak
ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak
leetiga;

berita acara penyelessian pekerjaan;
berita acara serah terima harang dan jasa;

berita acara pemhbayaran:

. kwitansi bermsterai, nota / faktur yang ditandatangam

pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna
anggeran / kuasa pengguna anggararn;

surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang
dikeluankan oleh bank atzu lembaga kcuangan non
banl::

dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yarg dananya sebagian dan / atau seluruhnyz
bersumber dari penerusan pinjaman [hibah luar negeri;

berita acara pemeriksaan yang ditandatangam oleh
pihak ketiga/rckanan serta unsur panitia pemeriksaan
harang herikut lampiran daftar barang vang diperiksa;

surat angkutan atau konosernen apabila pengadaan
bararg dilaksanakan diluar wilayah kerja;

.surat pemberitahuan potengan denda keterlambatan

pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

foto/ buku /dokumentasi tingkat kemajuan /penyelesaiar
pekerjaan;

potongan jamsostek ( potongan sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku/surat pemberitahuzn jamsostek ); dan

. khusas untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan

harganya menggunakar baya personil (biliing rate),
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampir
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesual
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan |
pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Keclengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang
dan jasa sebagaimana dimaksud pada avat (3) digunakan
sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayal [4) Udak lengkap,



bendshara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS
pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah
ditandatangani oleh PPTK guna memperokh perseiujuan
pengoina anggaran Jkuasa pengmina anggaran melaloi
PPK-SKPD.

Pasal 82

(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri
dan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan
kontrak  dan/atau surat  perintah kena  setelah
diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD
yang bukean pembayaran langsung kepada pihak kectiga
dikelola oleh bendshara pengeluaran.

(4) SPP-UP/GU(TU sebsgaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk
pihak kenga.

Pasal 83

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan seosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan
pembiavaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan
dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD
melalul PPK-SKPKD.

Pasal #4

(1) Dokumen yang digunakan oleh bendshara pengeluaran
dalam menatausahalan pengeuaran permmtaan
pembayaran mencakup:

a. buku kas umum;

b. buku sirmpanan / bank:

c. buku pajak;

d. buku panjar;

¢. buku rekapitulasi pengeluaran per nnoman objek; dan
f. register SPP-UP/GU/TU/LS.



(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 gyat (2) dilakukan paling lambat 1{satu) hari kerja
terkitung sejak diterimanya pengajuan SPP,

Pasal B8

SPM wyang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) diajukan kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi untuk proses penerbitan SP2D

Pasal 89

{1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna

anggaran /kuasa pengguna anggaran dalam
menatausahakan pengeluaran perintah membayar
mencaloup:

a. register SPM-UD'/ SPM-CGU /SPM-TU /EPM-LE; dan
b. register surat pcnolakan pencrbitan SPM.

{2) Penatausahaan pengcluaran perintah membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
PPK-SKPL.

Pasal 90

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang
membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 91

(1) Bidang Perbendaharaan dan Axuntansi BPKAD meneliti
kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna
anggaran | kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang
diajukan tidalk melampaui pagu dan memenithi persyaratan
vang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2] XKelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D
adalah surat pernyataan tanggungawab pengguna
anggaran; kuasa pengguna anggaran.

(3) Kelengkapan dckumen SPP-GU untuk penerbitan SPID
mencakup:



(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

9)

(1)

(2}

(1)

(2)

a. surat pernyataan tanggung jawah pengguna anggaran /
kuasa pengguna anggararn;

b. bukti-bukt pengeluaran yang sah dan lengkap; dan

¢. 1ekening koran (RC).

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk menerbitkan SP2D

adalah surat pemyataan tanggung jawab pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Kelengxapan dokumen EPM-LS untuk pencrbitan SP2D

mencakup:

a. surat pernyataan  tanggung jawab  pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggaran ;dan

b. bukti-bukt pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai
dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dinyvatakan lengkap, Bidang Perbendaharaan BPKD

membuat SP2D.

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dinyatakan tidak lengkap, dan/atau tidak sah dan/atau

pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Bidang

Perbendaharaan BPKD menolak penerbitan SP2D.

Penandatanganan SP2D ditandatangani oleh PPKD/ kepala

BPKD kecuali gaji dan lunjangan lainnya

penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Bidang

Perbendaharaan BPKD,

Dalam hal PPKD/kepala BPKD berhalangan, Bupati dapat

menurjuk pejubat  yang diberi  wewenang untuk

menandatangani SP21D.

Pasal 92

Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat (6) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari ketja terhitung
sejak diterimanya pengajuan SPM.

Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayal (7) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak
diterimanya pengajuan SFM

Pasal 93

Bidang  Perbencdaharaan dan  Akuntansi  BPKAD
menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang
persediaan/ganti uang  persediazn/tambahan  uang
persedinan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

Bidang  Perbendaharaan dan  Akuntansi BPKAD
menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
pembeyaran langsung kepada pihak Ketiga.



Pasal 94

Dokumen yang digunakan kuasa BUDN dalam menatausahakan
SP2D mencakup:

a. register SP2D yang telzsh diterbitkan;
b. Register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
c. buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 95

Batas pengajuan SPP-GU / TU sampai dengan tanggal 30
November tahun berjalan sedangkan SPP-LS sampai dengan
tanggal 27 Descmber tahun berjalan.

Purugruf 5
Pernungyunyjuwaban Penggunaan Dana

Pasal 96

(1) Bendahara pengeluaran secara  administall  wajib
mempertanggungjawabkan penggmaan uang persediaan
/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada
kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10

bulan berikur.

(2) Dokumen vang digunakan dalam menatausahakan

perianggungiawaban pengeluaran mencakup:

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SFPJ);

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SFJ);

C. surat penolakan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ);

d. register penolakan laporan  pertanggungjawabkan
pengeluaran (SEJ); dan

e. register penutup ksas.

{3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang
persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan sebagaimana dimmaksud pada ayat |[l)
mencaloup:

a. buku kas umum;



b. ringkasan pengehiaran per rincian obyek vang disertai
dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas
pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum
dalam  ringkasan  pengeluaran per rincian  obyek
dimaksud.

. hukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas negara; dan
d. register penutupan Kas.

(4) Bula1 kas nmum sebagaimara dimaksud pada ayvat (3}
huruf a, ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan
persetujuan pengguna anggaran/kuasa pergguna
H.llgghlﬂ.ll.

(5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagamana
dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, pengguna anggaran
menerbitkan surat pengesshan laporan
pertanggungjawaban.

(6) Ketentuan baras waktu penerbitan surat pengesahan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanks
keterlambatan penvampaian laporan pertanggungjawaban
ditetepkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

(7] Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggaran, perranggungjawaban pengeluaran dana bulan
Descmber disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember
tahun berjalan.

(8) Sisa dara UP sebagaimana dimaksud pada avat (1) tahun
anggaran berjalan  yang masih berada pada Kas
Bendahara ( baik Tunai maupun yang masih ada di dalam
rekering banlk, oleh bendahara pengeluaran vang
bersangkutan harus cdisetorkan kembali ke Kas Umum
Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(9) Untuk mengetahui kebenaran sisa Dana UP yang harus
disetor, Bendahara Pengeluaran dapal melakukar
pencocokan data pada hidang Perbendzharaan dar
Akutansi sebelum melaksanakan penyetoran.

10) Atas penyetoran sisa dana UP sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), bendahara pengeluaran menyampaikan
bukti penyetoran sisa UP pada Didang Perbendaharaan
dan Akuntansi.

{11) Dalam hal satnan kerja/Bendahara pengeluaran sampai
dengan tanggal 31 Desember tidak/belum menyetorkan
sisa dana UP tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat 8,
bendahara pengeluaran bersangkutan tidak dapat diberikan



pembayaran UP/TUF dalam rahun anggaran berikutnya
sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke Kas Umum
Daerah.

(12) Saldo UP/TUP sebagsimana dimaksud ayat 8 pada tanggal
31 Desember tabiun berjalan harus sama dengan saldo kas
bendahara penpgeluaran pada neraca SKPD.

(13) Dekumen penduknung SPP-LS dapat dipersamakan dengan
bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran
beban langsung kepada pihak ketiga.

(14) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib
memperlangguingjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungiawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan
benkutnya.

(15) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9]
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh penggunsa
anggaran / kuasa pengguna anggaran.

Paeal 97

Dalam melakukan verifikaei atas laporan pertanggungjawaban
yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan
pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukt:
pengeluaran yang dilampirkan.

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per
rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan perincian
obvek:

¢. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran
per rincian obyek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode sebelumnya.



1)

(2)

(3)

(4)

Pagal 98

Pengguna anggaran/knasa pengguna anggaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penenmaan
dan bendahara pengeluaran paling sedikit 1 (satu) kah
dalam 3 (liga) bulan.

Bendahara penerimaan «an  bendabara  pengeluaran
melaknlan pemerikszan kas vang dikelola oleh bendahara
penerimzan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Berila acard pemeriksan kas scbegaamana dimaksud pada
ayat (3) disertai dergan register penutupan kas sesuai

dengan Ketentuan peraturan jerundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 99

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan, helanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan
penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 100

Dalam hzl bendahara pengeluaran berhalangan, maka:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu)

bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memben
surat kuasa kepada pejabatl  yang ditugjuk  untuk
melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara
pengeluaran atas targgung jawab bendahara pengeluaran
yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

apabila melebihi 1 {satu] bulan sampai palng lama 3 (tiga]
bulan, harus ditunjuk pcjabat bendahara pengeluaran dan
diadakan berita acara serah terima;

apabila hendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan
belum juga dapat melaksanakan tugas, maka danggap
yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhent
dari jabaten sclagai bendahara pengcluaran dan oleh
karena im segera diusulkan penggantinya.



BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatm
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran
Pendapatar. dan Belanja

Pasal 101

(1) Kepala SKPD menyusan laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja BKPL sebagal hasil
pelakanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} disertai
dengzsn prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan
oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna
anggsran untuk ditetepkan sebagai laporan realisasi
scmester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD
serta prognosis untuk 6 (enam)} bulan berikutnya paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun
anggsran berkenaan berakhir.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan
realisasi semester pertamna angparan pendapatan dan
belanja SKPD) serta prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3] kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi scinester
pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 102

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD
dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD
sebagaimana dimaksud calam pasal 101 ayat (4) paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun enggaran betkenaan dan
disampaikan kepada Sekretaris Daerah seleku koordinator
pengelolz kenangan daerah.

Pasal 103

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk
f (enam) bulan berikutnya sebegaimana dimaksud dalam Pasal
102 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketige
bulan Juli tahun anggaran berkenaan urtuk ditetapkan
schagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 jenam) bulan berikutnya



Pas=] 104

Laporan relisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk
5 {enam) bulan berikurnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 disampaikan kcpada DPRD paling lambat akhir bulan Juli

tahun anggaran berkenaan.

(1

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 105

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKFD tahun
anggarar. berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD
untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran SKPD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan
laporan keuangan pemerintoh daerah.

Pasal 106

Laporan Keuangan SKFD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 105 ayat (1) disampaikan kepada Bupali melalui
PPKD peling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir,

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil
pelaksanaan anggaran vang berada di SKPD yaug menjadi
tanggung jawabnya.

Laporan kenangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] terdliri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

¢. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

e. catatan atas laporan kenangan.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi langgung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai
dengan seraturan perundang-undangan yang berlaku.



i1)

2)

()

(5)

(7)

(8)

Pagal 107

PPKD menyusun laporan keuvangan Pemerintah Daerah
dengan cara menggabungkan laporan-aporan keuangarn
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Passl 106 ayat (3)
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran berkenaan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupali melalui
Selkretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan
daeran dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaar APBD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

neraca;

Laporan Operasional;

Lanoran Arus kas

moe oA n

Laporan Perubahan Ekuilas; dan
€. catatsn aras laporen keudangedn.

Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disajikan sesnai dengan peraturan pemerintah
yang mengatur tentang s:andar akuntansi pemerirtahan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhuisar
realisasi kirerja dan laporan keusngan BUMD/ perusahaan
daerah.

Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interen di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan kinerja intercn  scbageaimana
dimaksud pada ayat (6) berpedoman padea Peraturan
Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan
kinerja interen dilingkungan Pemerntah Daerah.

Lzporan keuangan pemenntah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan
Rupati yang menvatakan pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasar<an
sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasgal 108

(1) Laporan kevangan sebagaimana dimaksud dalem Pasal 107

(2)

(3

ayat (2) disampailcan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa
Keuangan BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling
lambat 3 (tiga] bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang
didahului dengan review vleh Iuspektorat Dacreh.

Bupati membenkan tanggapan dan melakukan
penyvesuaian terhadap laporsm Kenangan Pemerintah
Dzerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Bupati
kepada Menteri Dalam Negeri paling lambar 3 ( tiga ) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

BAR IX

PEMEBINAAN DAN PENCAWASAN PENG=ILOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 109

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
pengelolaaan keuangan kepada SKPD yang dikoordinasikan
olch Bupati.

(1)

(2)

Pasal 110

Pemtnaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 109
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pemberian  bimbingan, Supervisi, dan konsultasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
perercanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan
penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta
pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan
secara berkala can/ atau sewaktu-waktu, baik secara
menyelurub  kepada SKFD dan/ataa scsua  dengan
kebutuhan.



(3)

{2)

Pendidikan dan pelatihan sehagaimana dimaksud pada ayat
(1)  dilaksanakan  secara  berkala bagi Kepala
Bagian/Bidang, PPK-SKPD, bendahara
peaerimaan/bendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, dan
pegawai negeri sipil daerzh.

Pasal 111

DPRD melakukan pengawasan lerhadap pelaksanaan
peraturan dacrah tentang APBD.

Mengewasan schagaimana dimaksud pada ayat (1} bulan
pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebin mengarah
untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Uaerah tentang APBD.

Pasal 112

Pengawasan pengelolaan keuangan dacrah berpedoman pada
ketentuan peratursn perundang-undangan vang berleku.

(1)

(2)

(3

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 113

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntablitas pengelolaan keuangan daerah, Bupat
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian
interen dilingkungan Pemerintzhan Daerah.

Pengendalian inte-n sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan proses yang dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai mengenai pencapaidn tujuan
Pernerintah Daerah yang tercermin dar keancalan laporan
keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program
dan kegiatan serta dipatuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaxu.

Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2
paling sedildt memenuhi kriteria sehagai berikut:

a. terciptanya linglkuagan pengendalian yang sehat;

b. terselenggaranya penilaian resiko;

c. terselenggaranva aktivitas pengendalian;



s,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

d. terselenggaranya sistemn informasi dan komunikasi; dan
e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian,

Penyelenggaraan  pengendalian  intern  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KERUGIAN DAERAH

Pasal 114

Setiap kerugian daerrah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera
diselesaikan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau
pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum
atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib
mengganti kerugian tersebut,

Kepala SKPD dapat scgera melakukan tuntutan ganti rugi,
setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yvang bersangkutan
terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 115

Kerugiar dacrah wajib dilaporkan oleh atasan langsung
atau sepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada
BPK paling lama 7 (tujuh) har kerja setelah kerugian
daerzh itu diketahui,

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada
bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau
pcjabat yang lain nyara-nyata melanggar hulkum atan
melalaikan kewajibarva sebagaimana diunaksud Pasal 114
ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesangguoan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian lersebut menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian
daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab tidak mungkin
diperoleh atau tidak dapal menjamin pengembalian
kerugian daerah, Bupat segera mengelumkan surat
keputusan pembehanan pengpantian kerugian sementara
kepada vang bersangkutan.



1)

(2)

(1)

(2)

(1]

(2)

Paszl 116

Dalam hal bendahara, pegawai neger: sipil Dbukan
eadzahara, atau pcjabat lam yang dikenal tuntutan ganti
kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri
atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan
terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh
hak/ahli waris, tcrbatas pada kekayaan yang dikelola arau
diperolehnya, vang berasal dar bendahara, pegawai negeri
sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang berangkutan.

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahh
waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam
waktu 3 [tga) tahun sejak keputusan pengadilan yang
menetap<an pengampuan kepada bendahara, pegawal
negeri sipil bukan bendshara, alau pejabal lain yang
bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri sipil
bukan bendahara, peabat lain  yang bersangkuian
diketahui melarikan diri atau meninggal dunia,
pengampu/yang memperoleh hak/ahli  warls tidak
diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya
kerugian daerah.

Pasal 117

Ketentuan penyelesaian kerugizn daerah sebagaimana
diatur dalarm Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk uang
dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam
penguasaan bendahara, pegawai negeri sipl bukan
bendahara, atau pejabat lain yang digunaksn dalam
penvelenggaraan tugas pemerintahan,

Ketentuan penyelesaian kerugian dacrah calam Peraturan
Bupati ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan
deersh dan badan-badan lainp yang menyelenggarakan
pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 118

Hendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahars, atau
pejabat lain  yang telah ditetapkan untuk menggant
kerugian daerah dapat dikenai sanksi administrati’
dan/atan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
peraturen perundang- undangan yang berlaku.

Putusan pidana atas kerugian dacrah terhadap bendahara,
pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain



tidal membebaskan yang bersanglkutan dar tuntutan ganti
rugi.

FPasszl 119

Kewsajihan hendahara, pepawai negeri sipil bukan bendahara,
atau pejabzt lair untuk membayar ganti rugi, menjadi
kedaluwarsa, jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
dikelahuinys kerugian tersebut atau dalam waktu £ (dclapan)
tahun sejak terjadinya kerugian tidak cilakukan penuntutan
ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 120

(1) Pengenaan ganti kerugian daecrah lerthadap bendahara
ditetaplkan oleh BPK.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugisn daerah ditemukan
unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Pengenaan ganti kKerugian daersh terhadap pegawai negeri sipil
bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 122

Ketentuan lebia lanjut mengena: tata cara tuntutan ganti
kerugian daerah berpedoman pads peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB X1
KETENTUAN PENUTLIP

Pasal 123

Ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawa: Tidak Tetap di lingkungan
Pemerintah Kzbupaten Buton, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 124



0

i Ly

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa lingkup
pemerintah Kabupaten Buton, diatur lebih lanjut dengan
peraturan Bupati.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Bupati i mulai berlaku, Peraturan
Bupati Buton Nuwuor 27 Tahun 2016 tcntang Pedoman
Pelaksanaar Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Paszal 126

Peraturan Bupati ini mulai herlaku pada tanggal
diundangkarn.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarn
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupalen Buton.

Ditctapkan diPasarwajo
pada tanggal 7 8gpengerl16

Plt. BUPATI BUTON,

EFFENDI KALIMUDDIN
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PERSYARATAN PENGAJUAN SPM UP (UANG PERSEDIAAN)

Surat Permohbonan Penerbitan SP2D yang ditandai:angani oleh Kepala SKFD
" selaku Pengguna Anggaran (PA).

Catatan atas Hasil Pengujian Dokumen Anggaran (Check list SPP) yang
ditandatangani cleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

| Surat Pernyataan Pengajuan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna

. | Anggaran (PA).

Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
(PA).

Rincian Perhitungan Liang Persediaan (UP).

Foto Copy SP2D GU Nihil dan Bend 17 atas Pengembalian Uang Persediaan

* | Tanun Anggaran yang lalu.

| Fotokopi SPD.




KOP SURAT DINAS SKPD

PASATWA]0, cusionssmmnsnensens 2017
MNomeoer o Kepada,
Lampiran | .......o.... Berkas Yta. Pejabat Pengelola Keuangan
Perihal . Permohonan Penerbitan Surat Perintah Daerah Kabupaten Buton
Pencairan Dana [SP2D) Selaku Bendahara Umum Daerah
di-
PASARWAJO

Deugen hormat,
Bersama ini kami sampaikan permohonan penerbilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Uang Persediaan atas SPM NOMOT :....cvmeeessnees TANGEAT foviseirenens sebesar Rp. . pada SKPD
s KaBupaten Buton dengan perincian sebagai berikut :

|Nu Kode Rekening | _ Uraiari Jllllllnx:?jh
i 4 3 4

1. x.00 X000 | Pembayaran Uang Persediaan (UP) pada SKFD A A
cersmermennens ADUN Anggaran 2017

Jumilah | .coesmenm

TErBINEING § oovvoimmnnicionicisssssininaminsss isssimsissiosisiiiasisisssisamasos

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN

KABUPATEN BUTON




N [ | | A

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-UP

Surat Pengantar SPP-UP

RingKasan SPP-UP

Rincian SP?-UP

Surat Perintah Membayar (SFM)
Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP
Surat Permohonan Penerbitan SP2D
Fotokopi 5PD

Fotokopi SP2D GU-Nihil

Fotokopi Setoran ztas Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu.

Pasarwajo,...umwmemen 2017
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
P i 7| 4 | 1 SRRy N




KOP SURAT DINAS SKPD

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM

Nomor:

Sehubungan dangan Snrat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP] Nomor :

oo TANZEA! ceveessee BUlAN oreveeees, TAHUR ... yang kami ajukan sebesar Rp.
sisiisiissisiar_ | BETTIBIME, soivissvenivivmiss s ) untuk keperluan ..o, Pada SKPD
............................ Tahun Anggaran .................., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pemhayaran Uang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperiuan
guna membiayai kegiatan vang akan kami laksanakan sesuai dengan DPA - SKPD.

Z. Jumlah Pembayaran Uang Persediaan (UP) (ersebut akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran  pengeluaran menurut ketentuan yang berlaku, tidak untuk digunakan selain

pembayaran UP.

Demikian Surat Pernyvatzan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM - UP
pada SKPD ... Kabupaten Buton.

Pasarwajo, ... 2017
PENGGUNA ANGGARAN
BRI i 1 §
KABUPATEN BUTON



KOP SURAT DINAS SKPD
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTIM ) UP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

JABATAN : KEPALA ... SKPD... SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Permintaan Uang Persediaan berdasarkan SPM tanggal....os NOoen. bagi
SERD o telah dihitung dengan benar dan berdasarkan S5SK-5K dan Surat
Perintah/Tugas.

2. Apabila dikemudian hari ternyaia dokumen yang diajukan tidak lengkap dan atau tidak sah
menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian
keuangan Negara/Keuangan Daerah, maka kami bersedia bertangungjawab atas segala resiko
dan akibat yang ditimbulkannya

Demikian pernyataan ini kam! buat dengan sebenar-benarnya.

Pasarwalo......oiiinsias 2017

PENGGUNA ANGGARAN
. SKPD 1
KABUPATEN BUTON

Materai

Rp. 6.000-




KOP SURAT DINAS SKPD

2T | [ ———"1 | )

Nomor C R — Kepada,
Lampiran Yih. Pejabat Pengelola Keuangan
Perihal :  Permchonan Penerbitar Surat Dacrah Kabupaten Buton
Perintah Pencairan Dana (5P2D) Selaku Bendahara UmumDaerah
di-
FASARWA]JO

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permochonan penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SPZD) Ganti Uang Persediaan atas SPM Nomor tanggal fuuee.. Sebasar
Bp. oiiiecisinn pada waSKPD i Kabupaten Buton dengan perincian scbagai berikut :
No KodeRekening i Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4
1, oo XXX XXX | Belanja i s smissmasians
K HKLKX
|
-dst- | B [ - -.dst..
Tumlah | .
Terbilanyg : " P SRR

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima
kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
KABUPATEN BUTON
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PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-GU

SuratPengantarsPpP-Gu
RingkasansFPP-GU

Kincians -Gl

Surat Perintah Membayar [5PM])
Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU
Surat Permohonan Penerbitan SP2D
Fotokopi SPD

Fotokopi 5P] Fungsional

Pasarwa)o,...men. 2017
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
......................... 714 o b 7
................. [T 11,114 F—




KOP SURAT DINAS SKPD

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM - GU

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan

(SPM-GU) Nomor @ ovovemiiiiscsiienewe. TAREE2L e BUlan ceveren, . Tahun .......
yang kami ajukan sebesar Rp. ........, (terbilang. ......cceocooen.. ] untuk
KBOEEINAT avsmnmininmns meeimcrunmsssnrimsam Pada SKPD ...........coeee.. Tahun Anggaran

..................... . dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut diatas akan
dipergunakan untuk keperluan wenibiayai kegialan yang akan kami
laksanakan sesuai dengan DPA - SKPD.

4. Jumlah Pembayaran Gant: Uang Persediaan (CU) tersebut akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran — pengeluaran menurut ketentuan yang ber laka,
tidak untuk digunakan selain pembayaran Uang Persediaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPM — GU pada SKPD .....cccevemecnnine Kabupaten Bulum

Pasarwajo....ocveeceicnnn 2017
PENGGUNA ANGGARAN

KABUPATEN BUTON

mnMunummwuu



KOP SURAT DINAS SKPD

iy £ 11 4] i PR T T e R e ey
SKPD O — PR ———
Kode SKPD D OXKEKK
Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran SKPD ....cc.cceeenesines

Kabupaten Buton menyatakan hahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material
atas segala pengeluaran yang dibayar lunas oleh Bencahara Pengeluaran kepada yang

berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak SPM NOMOT :..oeeecenemmmeenn
LT T=0=5 | EC— dengan perincian sebagal berikut :

Pajak yang
Ne | KodeRekening | Pemerima | Uralan Bukti Rahih dipungut

Tanggal Nomor (Rp.) FPPh | PPN

1. AQOEEOENDOMNE: o |y Passse ) cmesw | mem Vaea e
XX XXA XX
dst ..dst.. st dst, .dst. dst.. st Wdst. | .dst

Bukti — bukti belanja tersebut di atas, disimpan sesuai dengan ketentuan vang
berlaku pada SKFD .......cimeeimsnminn Kabupaten Buton untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan.

Pasamﬂjolﬂlilllrlllllllllll llllllllllll 2D1?
PENGGUNA ANGGARAN
SRR, | 4 of | F,

KABUPATEN BUTOM




KOP SURAT DINAS SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ( SPTIM ) GU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

JABATAN : KEPALA .. SKPD... SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar... Shagi SKPDY.........cnnaciin:
telah dihitung dengan benar dan he*dasarkan SK SK dan Surat Perintah/Tugas yang ada
termasuk pajak-pajak di dalamnya.

2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran dan kekurangan
pungutan pajak berdasarkan SPM Nomor ... tanggal fveeeins sebesar Rp.

........................... . kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah dan
kekurangan pungutan pajaknya ke Kas Negara.

Demildan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pasarwajo........comenminean 2017
PENGGUNA ANGGARAN

KABUPATEN BUTON

taterai

Rp. 6.000,-

NIP. ciiiinmmraninns



PERSYARATAN PENGAJUAN SPM TU (TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN) :

Surat Permohanan Penerbitan SP2D yang dtandatangani oleh Kepala SKPD
" | selakuPengguraAnggaran (PA).

| Catatan atas Hasil Pengujian Dokumen Anggaran (Check list SPP) yang
ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Surat Pern'fataari Pengajuan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran (PA).

Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran (PA).

| Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM)-TU yang ditandatangani
" | oleh Pengguna Arggaran (PA).

. | Surat Persetujuan PPKD atas Penggunaan Tambahan Uang (TU).

Daftar Rincian Rencana Penggunaan Tambahan Uang (TU).

Fotokopi Rekening Koran Bendanara Pengeluaran SKPD yang menunjukan
* | Saldo terakhir.




KOFP SURAT DINAS SKPD

Pasarwajo., o eoes s sssssnn 2017
Nomor b Kepada,
Lampiran : e BeFKas ¥th. Pejabat Pengelola Keuangan
Perihal ;  Permehonan Penerbitan Surat Daerah Kabupaten Futnn

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Selaku Bendahara Umum Daerah

di-

PASARWA]D

Dengan hormat,

Bersama ini kumi sampaikan permokonan pencrbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D] Tamhahan llang Persediaan atas SPM Nomor fw.ee. tanggal fesmm

sebesar Rp. cwemmninen pada SKPD e Kabupaten Bulon dengan perindian sebagal
berikut :
No | Kode Rekening } Uraian Jumlah (Rp) |
1 2 3 4
1. | XXXRRxN0C Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan ....... wnnnSKpd Tahun
anggaran 2017

Jumlah e

Terbilang : S

kasil.

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima

PENGGUNA ANGGARAN
s WL L uisinsvri
KABUPATEN BUTON

R 0 11 [ R ———




IO

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-TU

Surat Pengantar SPP-TU
RingkasanSPP-TU

RinciansSPP-TU

Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Fernyataan Fengajuan SFP-TU
Surat Permohcnan Penerbitan SP2D

Pagsarwao,.............. 2017
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
.......................... ] 14 o B ——

SO v [ SPTTTOOY




KOP SURAT DINAS SKPD

Nomor

Sehubungan dengan Sural Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan

(3PM- TU) Nomor  couimssemenen Tanggal ..o Bulan ... Tahun ... yang
kami ajukan sebesar Rp. ..oceoews  (terbilang. .oceie.) unmk keperluan
cciasiuinnnness PAO0R SKPD wovvienniiiiiinsininis Tahun AngEaran .......coeeeeienes ,dengan

ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. jumlah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan
dipergunakan sesuai dengan DPA - SKPD.

2. Jumlah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran menurut ketentuan yang berlaku,
tidak untuk digunakan selain Tambahan Uang Persediaan (TU)

3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TU] tersebut tidak habis dalam satu bulan
akan disetorkan ke rekening kas daerah.

Demikian Surat Pernyatazn ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan

SPM - TU pada SKPD .oieenninnnins iKabupaten Buton.
PASATWA]O.pecev s ssrnnnen 2017
PENGGIINA ANGGARAN
............ SKPD .....oi0ee
KABUPATEN BUTON




KOP SURAT DINAS SKPD
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTIM ) TU

I N O i o i B e e Sl

Yang bertanda Langan di bawah ini:

JABATAN - KEPALA ... SKPD... SELAKU PENGCUNA ANGCARAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar..........o e B SIKPD o assiivaisinsninnsisis
telah dihiturg dengan benar dan berdasarkan SK-SK dan Surat Perintah/Tugas yang
ada termasuk pajak-pajak di dalamnya

2, Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran dan kekurangan
pungutan paiak berdasarkan SPM tanggal.......cow: NOwororsmmmssscssiisinn tersebut, kami

bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah dan kekurangan pungutan
pajalmya ke Kas Negara.

Demikian pernyataan Inl kami bual dengan sebenar-benarnya,

Pasarwajo.....ccoommmmminnnnnns 2016
PENGGUNA ANGGARAN

KADUPATEN BUTON

Mzterzi

Rp. 5.000,-

NP o



KOP SURAT DINAS SKI’'D

Nomor DA

LAampiran | coeecsmmmsein Berkas

Perihal Fermchonan Persetujuan
Tambahan Uang

Dengan hormat,

Pasarwajo., «emem e

- 2017

Kepada,

Yth. Eapak Kepala Badan Pengelola

Kenangan Daerah Kabupater Buton
Selaku Bendahara Umum Daerah

di-
PASARWAIO

Bersama ini kami sampzikan permohonan persetujuan Tambahan Uang Perscdiaan

Belanja Langsung pada SKPD ............ Kabupaten Buton dengan perincian sebagai berikut :
Kode | . ' 1
No Rekening Uraian Sisa Pagu (Rp.) | jumlah (Rp.)
1 2 3 3 4
1. | xooexsooExx
XXX | Belania.... e o -
| S - S— 0T 1 et S (N dst.. - dgk:
Il Jumlah e | e
Jumiah Uang Persediaan yang ada pada
Bendahara Pengeluaran | T
Tambahan Uang Persediaan yang diajukan j ...............................

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima

keasih

CIETLL

PENGGUNA ANGCCARAN

. (6 2] 3 SRR

KABUPATEN BUTON

NIP.




KOP SURAT DINAS SKPD

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN TAMBAHAN UANG FERSEDIAAN (TU)

Kode
No Rekening _ Uraian Sisa Pagu (Rp.) | Jumlah (Rp.)
r | 2 3 3 4
'—
1. | Xooexxaxxx | Keglata s
XXX | BElANj2u e | e [ st .
A debece M e dst.... B b3
Cjumlah [ e R
Jumilah Uang Persediaan yang ada pada
je_“daharﬂ I_’ggeluﬂrﬂ“ lllllllllllllllllllllllllllllll
Tambahan Uang Persediaan yang diajukan - iR
Menyelujui
KEPALA BADAN PENGELOLA REUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
DAERAH KABUPATEN BUTON SELAKUBUD e SKPD ............
KABUPATEN BUTON
o 0 bt e = AT, ssssissiinins




W Ceiny
_\%@}

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2017

No. S5PM ..I\IIu Urut../..Ins SPM../ . kade SKPDN.. /2017

| KUASA BENDAH'AILRA UMUM DAERAH 1 S —
KABUPATEN BUTUN R
Supaya menerbitkan SPZD kepada: No Uraian jumlah Ket
f Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*)
| Nomor Rekening Bank :......Nama Bank.......n....
........ Kode Rek Benk.......
NPWP oo NONBWP oo Jumlah ~
Potongan f
Dagar Pembayaran/No dan Tanggal SPD: Informasi : (tidak mengurangi jumlah '|
| pembayaran SPM) ,
nasemsimnssssns 90 ON TARGHAT SPD ivnsicssssicis No Uraian | Jumlah Ket f
Untuk Keperluan: |
PembayaranTambahanUangPersediaanpadakegia
tanskpd......coeeceeiencieninns - TahunAnggara
n2017
Jumliah ]

Belanja Langsung
Pembcbanan pada Kode Rekening;:

| xxxxo0xx 00.00.7.2.2.01.02

~nilai...

Jumlah SPM : Rp. ceoormercsnssssecseens

Jumlah SPP yang diminta: ..o,
Vangsopamnlah & s bisimim s

Nodan Tanggal SPP: ...

Pasarwajo, .o e 2017
PENGGUNA ANGGARAN /KUASA
PENGGIINA ANGGARAN

*) Coret yang tiaak perlu
*1 Piiih vang sesuai

SPM ini sah apatila telan ditandatangani dan distempel oleh SKPD

Uang Sciumlah | .. s




PERSYARATAN PENGAJUAN SPM - LS BELANJA PEGAWAI (GAJI INDUK, GAJI

SUSULAN, KEKURANGAN GAJI, DAN GAJi TERUSAN)

| 1.

Surat Permchorian Penerbitan SP2D yang dltandata"lganl oleh Kepala SKPD

Selaku Pengguna Anggaran (PA).
2. | Catatan atas Hasil Pengujian Dokumen Anggaran (Check List SPP) yang
ditandatangani nleh Pejabat Penatausahaan Keuangan [PPK).
3 Surat Pemyataan Penga]uan SPM yang ditandatangani oleh P'::‘:nggurlad
" | Anggaran/Kuasa Penggunz Anggaran.
Surat Pernyataan Tanggung lawab Mutlak (SPTIM) LS-Gaji 1,»vam_:i_
4. | ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTIB) LS-Gaji yang
5 ditandatangani oleh Pengguna Anggaranﬂ{uasa Pengguna Anggaran.
6. | Surat Perintah Membayar (SPM) yang dltandatangam oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2 Daftar Gaji dan Rekapitulasi DaftarGaji yang ditandatangani oleh Bendahara
" | Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Kepala SKPD.
B Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai, meliputi SK W
' 5K PN5, 5K Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala,
| Keterangan untuk mencapatkan Tunjangan Keluarga, Surat Nikah/
| CeraifKematian, Akte Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkzatan Anak
dari Pengadilan, SKPP, dan Surat Lainnya yang berkaitan dengan perubahan
Gaji.
% | E-Billing PPh Pasal 21




KOF SURAT DINAS SKPD

PASarwajo, v erisrneninn 2017
NOMOF  §  rreemeerrs s Kepada.
Lampiran sisesssimnisiiiis, BETKAS Fth. Pejabat Pengelola Keuangan

Pernmohonan Penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Perihal Daerah Kabupaten Buton

Selalku Bendahara Umum Daerah

di-
PASARWAJO

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (5PZU) belanja Tidak Langsung atas SPM tanggal :.......... s i s g
sebusar Bp. oo pada SKPD ............ Kabupeten Bulun dengan perincian sebagai
berikut :
No I Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp.)
1 | 2 3 4
: 1 1.20.00.005.1.1.01.01 | Gaji Pokel PNS/Uang Bepresentasi | e
2. 1.20.00.005.1.1.02.02 | Tunjangan Keluarga | ...
3. 1.20.00.00.5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan
4. 1,20,00.00.5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | e
5. 1.20.00.00.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras e
6. 1.20.00.005.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | ..
7. 1.20.00.00.5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji
a. 1.20.00005.1.1.01.09 |[BPIS
_.dsr.. _..4st... .dst...
Jumlah | e

| Terbilang : ...

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta bantuannya xami ucapkan terima
kasih.

PENGGUNA ANGGARAN

KABUPATEN BUTON

POPPSPPPPPPPONN 1 [1 111 | FR—



PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS GAJI

I I

I O

surat Pengantar SPP-LS
Ringhasan SPP-LS

Rincian SMP-LS

Pembayaran Caji Indulc

Gaji Susulan

Kekurangan Gaji

GajiTerusan

Uang Duka Wafat/Tewas yang dilengkapi cengan Dafear Gaj! Induk/Gaji Susulan,/Eekurangan
Gaji/Uang Duka Warat/Tewas

SKLEPNS

SKPNS

SEKEenailkanPangkat

SKJahatan

KenaikanGajlBerkala

SuratPernyataanPelantikan
SuratPernyztaanMasihMendudulkijahatan
SuratPernyataaiMelaksznakanTugas
DaftarKeluarga(KP4)

FotokopiSuratNikah

Fuluvkupi Axelelzhiran

SKPp

Surat Keterangan Masih Seleolah fKuliah

Surat Pindah

Surat Kematlan

E-Rilling PPh Pasal21
PeraturanPerundang-UndanganMengenaiPenghasilan PlmpinanDanAnggota JPRD SertaGaji Dan
TunjanganKepalaDaerah /Wakil KepalaDaerah

Pasarwajin,..eceoe e 2017
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
i P D i e



KOP SURAT DINAS
'TAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTIM JLS-GA

NOMOF & i

Yang bertanda @angan ai bawah ini :

JABATAN o—— Kepala SKPD...... selaku Pengguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Perhitungan  yang  terdapat pada daftar sk ey A
............... SKPD................. telah hitung dengan benar dan berdasarkan SK-SK dan
Surat Perintzh / Tugas yang ada termasuk pajak-pajak di dalzmnya.

2. Apabiladikemudianhariternyatadokumen yang
diajukantidaklengkapdanataul‘idaI-Lsahmenuruﬂ{etentuanperaturan?erundang—
undangan yang berlaku yang mengakibatkankerugiankenangan Negara/Keuangan
Daerah, maka kami bersediabertangungjawabatassegalaresikodanakibat yang
ditimbulkannya.

3. Apabila di kemudian hari terdapat keleblhan artas pembayaran dan kekurangan
pungutan pajak berdasarkan SPM tanggal @ . Nomor foaccm.. tersebut,
kami bersedia untuk menyetorkannya kelebihan tersebut ke Kas Daerah dan
kekurangan pungutan pajaknya ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pasarwajo,.......cucunans 2017

PENGGUNA /KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
S | S
KABUPATEN BUTON

PN ) (11 4] « MR x




KOP SURAT DINAS SKPD

SURAT PE T ‘Nz PM -
Nomor :

Sehubungan dengén Surat Perintah Membayar Belanja Ticak Langsung [SPM-GJ)
NGt St g s Tanggal «....co. Bulan e Tahun ........ yang kami ajukan
sebesar  Rp. IS (terbilang. AT, | untuk keperluan
....................................... Pada SKPD ........cccconinieree. Tahun Anggaran ........oavvnn, dengan
ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1 Jumlah Pembayaran Belanja Tidak Langsung (LS} Gaji tersebut diatas akan
dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami
laksanakan sesuai dengan DPA - SKPD.

2. Jumlah Pembayaran Tidak Langsung (L$) Gaji tersebut zkan digunakan untuk
membiayai pengeluaran — pengeluaran menurut ketentuan yang berlaku, tidak
untuk digunakan selain pembayaran tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan
SPM - LS Gaji pada SKPD ........coseer00ne Kabupaten Buton.

Pasarwijo,..oammen 2017

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA ANGCARAN




KOP SURAT DINAS SKPD

SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR BELANJA (SPTIB)- LS GAJI

O T e e S e e e

Kode SKPD

Anggaran SKPD

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

..............................

Kabupaten Buton menyatakan bahwa saya bertanggung

Jawab secara formal dan material serta kebenaran perhitungan atas segala pembayaran
tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

=
=]

Kode Rekening

b - R T R

2 oo

10. |
!

1.20.00.00.5.1.1.01.U1
1.20.00.00.5.1.1.01.02
1.20.00.00.5.1.1.01.03
1.20.00.00.5.1.1.01.05
1.20.00.00,5.1.1.01.06
1.20.00.00.5.1.1.01.07
1.20.00.00.5.1.1.01.08
1.20.00.00.5.1.1.01.09
7.1.1.1.1

7.1.1. 6.1

dst...

berlaku pada SKPD
dan keperluzan pemeriksaan.

Jumiah
. Jumlah | Potongan
veaE | p) | yang
| dipungut
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ] .............. B
Tunjangan Keluarga |
Tunjangan Jabatan | ..
Tunjangan Fungsional Umum | ...
Tunjangan bBeras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
PembulatanGaji. = | e .
1 - o
luran WajibPegawai | ...
Taperum | e =R
~dst.. ..dst.. dst...
UMLAH | s | i

Bukti - bukti belanja tersebut di atas, disimpan sesuai dengan ketentuan yang
Kabupater Buton untuk kelengkapan administrasi

Pasarwajo,.. ....cewwen 2017

PENGGUNA / KUASA

PENGGUNA ANGGARAN

KABUPATEN BUTON




| KABUPATEN BUTON

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

W‘K SURAT PERINTAH MEMDAYAR (5PM)
/(@} _ TAHUN ANGGARAN 2017
\'-\-'!-9"'")1

No. 5PM :..No Urut../.Jns SPM../.kode SKPD../2017

| KUASA RENDAHARA UMUM DAERAH

Potongan-potongan:

Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan ....
Sebanyak .....Pegawai / ____ Jiwa Tahun 2017.

Supaya menerbitkan SP2D kepada : No Uraian Jumlah | Ket |
A ey seasmesy et 1. | PPN
2 FFPH
Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*) |
- Nomor Rekening Bank :.......Nama Bank.....
,,,,, ~Kode Rek Bank....... i
REWR & i KO NPMEP sy Jumlah
| Potongan
Dasar Pembayaran/No dan Tanggal SPD: Infurmasi : (tidak mengurangi jumiah
pembayaran SPM) )
..................... No dan Tenggal SPD ................ No Uraian [umlah | Ket
Untuk Keperluan:

| Jumlah

Belanja TidakLangsung
Pembebanan pada Kode Rekening:

...... kode rek belanja...... ..nomakeg... _nilai keg.
...... kode rek belanja......  ..namakeg... .nilal keg... 1
...... kode rek befanja......  ..nemaekeg...  .nilai keg..

Jumlah SPP yang diminta : ... ... . .
Vang seppniall s s,

No dan Tanggal SPP . .......covmomeissnonss

*) Coret yang tidaok per‘lﬂr
) Fitif yang sesuai

Jumlah SPM : Rp. .coonnemeesseneneese
Uang Sejumlah : ..ooooccomismaiensinnsnns

Pasarwajo, ... 2017
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA

PENGGUNA ANGGARAN

OO, ) e —

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleir SKPD




DAFTAR GAJI

T ———— 1 T . [ L AP DT T T
PEMBAYARAN : GAJl............. UNTUK BULAN......

HALAMAMNEKE : -.......

4liamiﬁlllﬁ$4II1Ifﬂﬂﬂﬂhﬂhﬂlllllll%J!”hHHHﬁIITFII )
=_u_ THRHGEAS LAHLK ﬁm.__.__ﬂuz lllllllll .|_||..||:.I||1.— ''''' —.||||!l|_||rib|riiJ
u_ﬂh. F - ~HLH GR.JI] POECH TUNS  ESELONI TIMI.TERPERCIL | Ty BRJIE KES FCT . PASAE HUTANE, Lalli-d . - )
FTATUS FEGAWAI/GOZONGIN SJIWA | TIMNG. TRTRISUMY | T POSHE TMTRE T K D PR R TR FOT.EFSS BES SuLcd | IANECA TRAMIAN
| HEWE I I TURJ, AGE | 1o, FowastonaLl tuxs.oemas | oL, EOToR FOT.INF 10% ZEWH , RUMAH 3. REFEMING
_ _ _. JUMLAH T4 . KHTSETS TUNT . FAJRE _ BOT .TRPERLM __BOTCHGAN _
OO RO I el N e S o i B | goeeaipmete |
_ | | “ | T | _
| === _ _ | _ _ I
I _ I _ _ I _ _ |
—_— e v sy ool pnemnarare s s
ROR TOTAL PERCOLONSI ¢ | | | | ] | |
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PEMERINTAN FABUFATEN BTN

AEWAPITULAST QLIT ImOUs FHE/ZINE [ER cOLOUZAM

RedpitulasiGaji. ...

g e A e e e e e e Bilan......
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-

PERSYARATAN PENGAJUAN SPM-LS UANG MAKAN

| Surat Permohonan Penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku
1. | Pengguna Anggaran (PA).

Catatan atas Hasil Pengujian Dokumen Anggaran (Check list SPP) yang

2. | ditandatangani olen Pejabat Fenatausahaan Keuangan (PFK).

Surat Pernyataan Pengajuan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran /
3. | Kuasa Pengguna Anggaran.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlzk (SPTIM-LS) yang ditandatangani oleh
4. | Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTIB-LS) yang ditandatangani oleh
5. | Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran,

Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran |
6. | Kuasa Pengguna Anggaran.

7. | Fotocopy Daftar Nominatif Uang Makan. [




oo oooo

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS
KHUSUS UANG MAKAN

Surat Permohonan Penerbitan SP2D

Surat Pernyatazan Pengajuan SPP-LS

Surat l'ernyataan Tanggung Jawzb Mutlak (SPT|M-LS)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja [5PT]B-L5)
Surat Ferintah Membayar (SPM)

Surat Pengantar SPP-LS

Ringkasan SPP-LS

Rincian SPP-LS

Fotocopy Daftar Nominatif Uang Makan

Persyaratan lainnya yang diperlukan

Pasarwajo,.....osmemms 2017
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

NIP



KHOFP SURAT DINAS SKPD

Nomor
Lampiran
Perilial

(3 - F gV 1 R ————— 2017
Kepada,

rth. Pefabat Pengelola Kenangan
Daerah Kabnpaten Ruton
Selaku Bendahara Umum Daerah

T Berkas
Perimohonan Penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D0)

di-

Pasarwajn

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampzikan permehonan pencrbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Belanja Langsung atas SFM tanggal @ . NOmMOT v ienrnnnen. SEDESAT
RP. s msrmmersneens Pl SKPD vuvnveonn. Kabupaten Buton dengan perincian sebagai berikut
| No | Kode Rekening Uraian i jumlah (Rp.)
| 1 3 4
f

1 L0 LKL X A et S \ -~ =~ -

KKK XK XX
Jumlah | e

Terbilang : AR R R AR A AR s i b s

Demikian apar maklum dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan
terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
e R LY vl
KABUPATEN BUTOHN



KOP SURAT DINAS SKPD

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN 5PM - LS

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung [SPM-LS) Nomor :
eevereeemsemsassaresnseaes TANEZAL ivivuee Bulan ............ Tahun ........ yang kami ajukan sebesar
31 (R - (terbilang. ..o UNTUKR REPErIUEN i
Pada SKPD wcomrrnnisiranns Tahun Anggaran ... , dengan ini menyatakan

dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk
keperluan guna mcmbiayai kegiatan yang akan kami laksanzkan sesuai dengan
DFA - SKPD.

2. Jumlah Pembayaran Langsung {LS) tersebut akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran - pengeluaran menurut Kerenwan yang berlaku, Udak untuk

digunakan selain pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan
SPM - LS pada SKPD .o Kabupaten Buton.

[ L= YT 1 JO—— 2017

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
EEEL 1 4] i TN,
KABUPATEN BUTON

NP o



KOP SURAT DINAS SKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

JABATAN : e Kepala SKPD...... selaku Pengguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar uang makan bag! .....5KPD...coivnee
telah hitung dengan benar dan berdasarkan dartar hadir termasuk pajak-pajak di
dalamnya.

2. Apabila dikemucian han ternyata dokumen yang diajukan tidak lengkap dano
atau tidak sah menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Keuangan Daerah, maka kami
bersedia bertangungjawab atas segala resiko dan akibat yang ditimbulkannya.

3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pemhayaran dan kekurangan
pungutan pajak berdasarkan SPM tanggal :...c..coo. NOMOT oo S€DESAr
1 L — , kami bersedia untuk menyetorkannya kelebihan tersebut ke
Kas Daerah dan kekurangan pungutan pajaknya ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Fasarwdju, ot 017

PENGGUNA/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
IETRER. o 4 L1, i A
KABUPATEN BUTON




KOP SURAT DINAS SKPD

Wﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬁw BELANJA - LS
O Y O s aa s o e L R e e i

SKPD B e e, G e e
Kode SKP'D TG 30

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran/Kuasz Pengguna
Anggaran SKPD: Giiiciiaigsiii Kabupaten Buton menyatakan bahwa saya
bertanggung jawab secara formal dan material serta kebenaran perhitungan
pemungutan pajak atas scgala pcmbayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam

SPM Nomor ... e AR S cerssmmnssinace dengan perincian sebagai berikut :
] i
jumliah
No Re]li:?:n Uraian jumlah {Rp.} Potongan
B Pajak [Rp.)
i KRENENTEIR | ety esmaawssss [ Geseiires
.y
-Adst... .dst... wklSC... st
S L I
l Jumlah | ..o
B T —_——————

Bukti — bukti belarja tersebut di atas, disimpan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada SKPD .....ococevccnen.  Kabupaten Buton untuk  kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan.

Pasarwajo, ... 2017

PENGGUNA / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
s P I wisiss s
KABUPATEN BUTON



®

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2017

No. SPM : .No Urut../.Jns SPM../ .kode SKPD../2017

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BUTON

| Potongan-polongan:

| Pembebanan pada Kode Rekening:
wnkodle rek belanja. namakeg.....

_]umlah SPP yang diminta ! ...
ETRT-£T:1100 111 oL TP e ———

No dan Tanggal SPP : ...

_*} f:' oret yang h'h'afc perlu
*) Pilih yang sesuai

Pasarwaio, oo a 017
PENGGUNA ANGGARAN /KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

Supaya menerbitkan SP2D kepada : K [irai:m Jumlah B Ket
Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*) |
Nomor Rekening Bank:......Nama Bank........ , l I
........ Kode Rek Bank....... ]
NPWP i NOo NFPWE i Jumiah
| Potongan
' Dasar Pembayaran/No dan Tanggal SPD: Informasi : (tidak mengurangi jumlah
' pe::n.hayaran SFM)
SS———— [ ¢ 1+l 1y e o Yo B No | Uraian Jumiah Ket
Untuk Keperluan: 5
Pembayaran [Tang Makan ...... SKPD....... Tahun
Anggaran 2027
Jumlah
Beiunfa Langsung Jumiah SPM: Rp. o cnniisisaninns

Uang Sejumlah : s sssnmsais '

SPM ini suh-apab.fm telah ditandatangani dan drssemp;ﬁ oleh SKPD




PERSYARATAN PENGAJUAN SPM LS PERJALANAN DINAS

Surat Permohonan Penerbitan SP2D yang ditandaiangani oleh Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran (PA).

|

Catatan atas Hasil Pengujian Dokumen Anggaran (Check list SPP) yang
ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM-LS) yang ditandatangani oieh
Fengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Surat Pernyataan Pengajuan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran #
Kuasa Pengguna Anggaran.

Surat Pernyataan Tanggung Jawzb Belanja (SPTJB-LS) yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran /
Kuasa P=ngguna Anggaran.

Daftar Nominatif Perjalanan Dinas.

Foto Copy Surat Perintah f Surat Tugas yang akan dilaksanakan dan persyaratan

8. | lainnya yang diperiukan

1




00000 O04adon

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS
KHUSUS PERJALANAN DINAS

Surat Permphonan Penerbitan 5P2D

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS

Sural Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT]M-LS)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPT]B-LS)

Surat Perintah Membayar (SFM)

Surat Pengantar SPP-LS

Ringkasan SPP-L5

Rincian SPP-LS

Foto Copy Surat Perintah / Surat Tugas yang akan dilaksanakan
Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

Persyaratan lainnya yang diperlukan

Pasarwain, camsssssess 2017
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
.......................... SKPD. -
...... 0 L IE 1 2 T




KOF S5URAT DINAS SKPD

[ C:0 7] |+ S p— 2017
Nomor Kepada,
LAampiran @ .ocossme. BeIKaS ¥rh. Pejabal Pengrlula Keuaugan
Perihal Perimohonan Menerbitan Surat Daerah Kabupaten Buton
Parintah Pencairan Dana (SP2D) Selaku Bendahara Umum Daerah

di-

Pasarwajo
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan pernerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Belanja Langsung atas SFM tanggal @, Nomor :

....................... sebesar
RP. svwericcmvessonsees PAGE SKPD .cvoecs Kabupaten Buton dengan perincian sebagai berikut :
s . =
No | Kode Rekening Uraian | Jumlah (Rp.)
1 2 3 1
1 xaoooexx | Belanja =
KKK XK
Jumlah | i
|
Terbilang : .ecimaomintinmsisissssar

Demikian ager maklum dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan
terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN

KABUPATEN BUTON

I"‘T [E‘ rRRREREE

.............................



KOP SURAT DINAS SKPD
N TANGGUNG A\

RAT PERNYATAA WAH MUTLAR

[ Y[ 10 11 ) PR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA I YRR T ——_——
JADATAN i woKepala SKEPD...... selaku Pengguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar .......uomeescceice DABH wesSKPDvucsiiisiineeen
telah hitung dengan benar dan berdasarkan SK-SK dan Sural Perintah Tugas
yang ada termasuk pajak-pajak di dalamnyaz.

2. Apabila dikemudian hari ternyata dokumen yang diajukan tidak lengkap dan
atau tidak sah menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Keuangan Daerah, maka kami
bersedia bertangungjawab aras segala resiko dan akibat yang ditimbulkannya.

3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan ztas pembayaran dan kekurangan
pungutan pajak berdasarkan SPM tanggal i.oooc NOMOE Ceorvvvaririre sebesar
293 M — . kami bersedia untuk menyetorkannya keiebihan tersebut ke
Kas Daerah dan kekurangzan pungutan pajaknya ke Kas Negara.

Demikian pernyataan Ini kami bual dengan sebenar-benamya,

Pasarwajo, .c..commmneen 2017
PENGGUNA /KIIASA
PENGGUNA ANGGARAN

e SEPL v

KABUPATEN BUTON
Materai

Rp. 6.000,-

u...l'iE.'.FHﬂ FITTTELLLT




KOP SURAT DINAS SKFD

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM - LS

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor :
ceverermninrsrnsmessensensenes TAREEAL weviien Bulan .. Tahun ... yang kami ajukan sebesai
Rp: worsseremeny= {terbilang. ... cereeeenenenn) URTUEK keperluan ...
Pada SKPD .....cccimeisiismss Tahun ANEEATAT swierermeenwnene EDEAN ini Mmenyatakan
dengan sebenarnya bahwa

1. Jumlah Pembayaran Langsung [LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk
keperluan guna membiayai segiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan
DPA - 5KFD.

2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebul akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran — pengeluaran menurut ketentuan yang berlaku, tidak untuk
digunakan selain pembayaran Langsung (LS).

Demisian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan
SPM - LS pada SKPD ......ccccsuennenns Kabupaten Buton.

Pasarwa) 0. smemines 2017

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

KABUPATEN BUTON

TP cmmmssinsisimsimssssmmsatisnt



KOP SURAT DINAS SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG |AWAR BELAN]

NOMor : e

SKPD
Kode SKPD

A-LS

.......................................................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran SKPD ..
bertanggung jawab secara farmal dan material

Kabupaten Buton menyatakan bahwa saya
serta Kebenaran perhitungan

pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam

SPM Nomor & . tanggal :.....c.......... dengan perincian sebagai berikut :
Kode [
Nao Rekening Uraian jumlah (Rp.)
1. KRENIERERE [ idiivanservavia
o, o
.dst... ..dst.. st
- jumlah | .......
TErBANE § v.vceeiceimcsss iasrsis s s st s s —

Bukti — bukti belanja tersebut di atas, disimpan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku pada SKPD

administiasi dan keperluan pemeriksaan.

Kabupatzn

Buton untuk kelengkapano

Fasarwajo, ... 2017

PENGGUNA / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

KABUPATEN BUTON

NIP......



4 : PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
FEEE SURAT PERINTAH MEMBAYAR (5FPM)
f/( \ TAHUN ANGGARAN 2017

No. SPM : .No Urut../.Jns SPM../ .kode SKPD../2017

| KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BUTON
Supaya menerhitkan SP2D kepada :

Potongan-polongan:

Nn Uralan Jumlah . Ket

SKPD:.
Bendahara Fengelunrmifﬁhak I{etiga“']

-----------------------------------------------------------------------------------

Nomor Rekening Bank:......Nama Bank.......... .
........ Kode Rek Bank.......
NPWPF i Mo NPWE isiiniiiiiniti

Dasar Pembayaran/No dan Tanggal SPD:

Jumlah
Potongan

Informasi : (tidak mengurzmgi jumlah
pembayaran SPM)

.................... No dan Tangg SPD w..mmwionnn. No | Uraian Jumiah | Ket
Untuk Keperluan:
Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Daerah Kegiatan......SKPD Tahun Anggaran 2017

| Jumlah

| Belanju Lungsung JETELTET RS i T & S ———
Pembebanan pada Kode Rekening: Uang Sejumlab © v smrmssssssm
...... kode rek helanja.......  ..namakeg...  .hilai keg.. |
Jumlah SPP vang diminta: . 3T VT | [ ——’ |}
Uang sejumlah @ s S PENGGUNA ANGGARAN /KUASA

PENGGUNA ANGGARAN
SEKPLE i

No dan Tanggal SPP 1 ..o
*}-E'amt yang tidak perilu
*] Pilih yang sesuai Nama

SPM ini sah apabila telah ditandutunguni don distempel oleh SKPD




DAFTAR NOMINATIF BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/KELUAR DAERAH

_ TGL TANDA
. NO NAMA /NIP | ESELON/GOL PERJALANAN TEMPAT TUJUAN RINCLAN BIAYA JUMLAH TANGAN -
| S TR Bvisini | i iihiasss Gl | s, JangHarflan | .. |hr | % | Rpaonien I . - P— PR T — £
1y 1 — Uang Transport | .. |hr |x |Rp...... = AP
[Jang Penginapan | .. |[hr | % | Bp v = RPiusnessis
..... dst...... -
| L . -
P N 1 | 1} T SN 5/d.... s i Wang Hacian s T | 6] Bpwsinnene = | RE wmmsiara L o 2. -
_ g C—— Uang Transport | ... [hr | x| Rp e, il [ 31 - — _
_ Uang Penginapan | . |hr [x |Rp . = | Bpoiim.
e i = _ ..... n.mw...i_ _ -
L .dst. -.dst.. st _dst. wtst... st
jlumlah _ —
PasarWajo, ... meneiresinmnnnn 2017
Mengetahui, Setuju dibayar, Lunas dibayar,
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGGUMNA ANGGARAN
.............. NAMA,........... R 2 —




PERSYARATAN PENGAJUAN SPM LS BARANG DAN JASA
1 ] Surat Permohonan Pengrbitan 5P2D yang ditardatangani oleh Kepala SKPD
" | selekuPenggunaAnggaran (PA).

| Catatar atas Hasil Pengujian Dokumen Anggaran {Check st SPP) yang ditandatangani oleh
| 4. | Pejabat Penatausahaan Kcuangan (PPK).

3 Surat Pernyataan Tanggunglawab Mutlak (SPTIM-LS) yeng ditandatangani cleh Pengguna
i 7 | Anggaran / Kuzsa Pengguna Anggaran.
4, |Surat Pernyataan Pengajuan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran [ Kuasa
| Pengguna Anggaran. B I : ———
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTIB-LS) yang ditandatangani olen Pengauna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggarar.

Surat Perintan Membayar (SPM) yarg ditandatangani oleh Pengguna Anggaran [ Kuasa
6. | pengguna Anggaran.

Resume Kontrak (Nilai kontrak keseluruhan untuk Porsi DAK dan Pendamping DAK) pada
7. | permintaan Uang Muka atau permintaan sekaligus.

8. | Fotokopi Permohonan Uang Muka
g. | Fotokopi Rincian Penggunaan Uang Muka |
10. | Fotokopi Faktur Pembelian Barang (untuk nilai diatas10 jt s/d 50 it)

Fotokopi Surat Perintah Keria (untuk nilai diatas 50 jt s/d 200 jt) yang ditandatangani oleh
11. | Penyecia Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) / Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran.

Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak beserta syarat-syeral khusus kontrak (untuk nilai diatas
12. | 200 jt} yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/lasa den Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKo) / PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

13. | Fotokopi Beritz Acara Penyelesaian Hasii Pekerjaan.

Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (untuk serah terima pekerjaan
Konstruksi 95 % dan 100 % atau penyelesaian pekeriaan yang dinyatakan Cut Off dan
14, | seluruh pekerjaan Non Konstruksi.

' Fotokepi Dukti Kas yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, PPTK dan
Pengguna Anggaran [/ Kuasa Pengguna Anggaran.

1. | Fotokapi Berita Acara Pembayaran ditandatangani olen Penyedia Barang/Jasa, PFTK dan

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Arggaran.

: Fotokopi Laporan Realisasi Kontrak Fihak Ketiga (untuk pekerjaan yang bersifat tahapan |
Termyn [ Multi Years) yang ditandatangani oeh Pengguna Anggaranfkuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Penatausahaan Keuangan.

18. | Fotokepi Referensi Rekening Bank, NPWP dan persyaratan lainnya yang diperiukan.
1. | Fotokopt OPA (sesuai dengan kegiatan yang diajukan) '

" 20. | E-Billirg Pajak

15.

17.




KOP SURAT DINAS SKFD

Pasarwajo, vt 017

Nomor 5 ammrsppneeea e s Kepada,
Lampiran  :  cosmomee. Derikas Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Parihal :  Permohonan Penerbitan Surat Daerah Kabupaten Buton
Perinzah Pencairan Dana (SP2D} Selaku Bendahara Umum Daerah
di-
PASARWAJO

Dengan hurmal,

Bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan Surat Perintzh Pencairan Dana
[SPZD] E'Ei-;ll'l]d Langsung atas SPM Nomor i fanggal iu...... sebesar Rp.

i wnpada SKPD ... . Kabupaten Buton dengan perincian sebagai berilut :
No | Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp.)
LI | 2 3 4
] . :
| 1. LICXNEXN | Belanja v [ s
b e
.dst... gt -dst..
Jumlah | s
=001 (71T P ———— R AR

e

Demikian agar malklum dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima

kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
RTIn |, { o ) RN,
KABUPATEN BUTON




o

PENELITIANKELENGKAPANDOKUMENSPP-LS
PENGADAAN BARANG DAN JASA

SuratPengantarSFP-LS

Ringkasan SPP-L5

Rincian SPP-LS

Surat Perintah Membayar (SPM]

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS

Surat Permohoran Penerbitan SP2D

E-Billine Pajak

Fotokopi Neta Pesanan dan Faktur Pembelian
Fotakopi Surat Perintah Kerja

Fotokopi Surat Perjanjian

Resume Kontrak

Fotnkopi Permohoran Yang Muka

Fotnkopi Rincian Penggunaan Uang Muka

Fatnlenpi Rerita Acara Penyelesaan Pekerjaan
Fotolopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Fotokoni Rerita Aczra Serah Terima Barang dan [asa
Fotokoni Berita Acara Femhayaran

Fotokopi Bukti Pembelian fBukti Kas

Folo Dokumentasi Tingkat {emajuzn/ Penyelesaian Pekerjaan

Lampiran Lainnya

Pasarwajo, . eceummnes 2017
PEJABAT PENATAUSAHAAN KREUANGAN
WRPUREITNVGONEL < | .. | PRV RURORO "




KOP SURAT DINAS SKPD

W BRTHET ... b ibirront b S AR F AT e

Yang bertanda tangan di bawah ni:

Nema SO ——
NIP b DA A B
Jabatan : Pengguna Anggaran,/Kuasa Pengguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa !

5 ¥

Perhitungan yang terdapat pada Berita Acara Pembayaran (BAP) Tamggal i

MNOMOr . e sobegar Rp. oo - [nilai dalam huruf rupiah-} bhagi
SKPD......o.  telah  dihitung degan benar dan berdasarkan Kontrak/SPK tanggal
remrerreenis. MOIMIOT evsremsnseneene@ngan nilai kontrak sebesar Rp..........,~ (nilai dalam

tiuruf rupiah,”) termasuk pajak - pajak didalamunya.

Apabila dikemudian hari ternyata dokumen yang diajukan tidak lengkap dan atau
tidaksahmenurutketentuanperaturan  Perurndarg-undangan  yang  berlaku  yang
mengakibatkankerugian keuangan Negara/Keuangan Daerah, maka kami bersedia
bertangungjawak atas segalaresika dan akihat yang ditimbulkannya.

. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran atau kekurangan

pemungutan berdasarkan SPM  Nomor eeecceveeas tanggal e scbesar Rp.
TR PIRTRNIN i< gl o" | 'YL ! 11| | SIIERTTR R S tersebut, kami bersedia untuk
menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah dan kekurangan pungutan pajaknya ke Kas
MNegara.

Apabila di kemudian hari PT/CV. e ceriinisnenes melakukan wanprestasi atas pekerjaan
tersebut di atas, kami bersedia untuk menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar nilai
pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
Pasarwajn, .-.omeercinann 2017
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KOP SURAT DINAS SKPD

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM - LS

Nomor :

sehubungan cdengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS} Nomor
............................... Tanggal ......... Bulan ............ Tahun ......... yanz kami ajukan sehesar Rp.
siviseinim™ (IBTDIANE. i o ) untuk keperluan .......ccooovoeeccenn.o.... Pada SKPD
............................ Tabun Anggaran ..., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya

1. Jumiah Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan
guna membiayai kegiatan yang akan kami laksauakan sesuaj dengan DPA - SKFD.

2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran — pengeiuaran menurut ketentuan yang berlaku, tidak untuk digunakan
selain pembayaran Langeung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM -
LS pada SKPD .................... Kabupaten BUTON,

Pasarwajo, ....cococvisiinnnn 2017
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KOP SURAT DINAS SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANIA - LS

NOIMOE L e eee e s
SKPD e S e e n st s st e e
Kode SKPD TOKEXXX
Yang bertanda targan dibawah nj Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD ...crrrmerresmraresaes Kabupaten Buton menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara
formal dan material serta kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segzla pembayaran
tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM Nomar - tanggal ............... dengan
perincian sebagai berikut :
[ | ' Pajakyang |
| Ne RET{{;?I? Penerima Uraian l I'E::h;h ____ dipungut
‘ | p. PPh PPN
13 XXX XT WK i
EXX.XXXX I
| | .dst... wellsL... ..dst. dst.. .dst... dst...
L |r
. Jumlah | |

TRt o s A R S e

Bukti - bukti belanja tarsebut di atas, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pada SKPD ................... Kabupaten Buton untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan,

Pasarwajo, wwmimninna 2017
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PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2017

| KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BUTON

No. SPM :..Nc Urut../.Jns SPM.. /. kode SKPD..f2017

| Patongan-potongan:

Jumlah I| Ket .‘

Dasar Pembayaran/Ne dan Tanggal $PD:

nmnsnmernene VO AAN TARggal SPD ....n......
Untuk Keperluan:

Pembayaran.em e

Supaya menerbitkan SP2D kepada: No | Uraién
ﬂSKPD T | |
Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*) | |
Nomer Rekening Bank :...... Noma Bank.......... ‘
-wohode Rek Banfk....... |
NPWP & o MO NBWP i Jumlah !
Potongan l |

Infurmasi : (dak mengurangi jumlah |
. pembayaran SPM) '

ssossidae ot TR 01T

No | Uraian ] Jumlah | Ket |
1. |PPN |
2 FFH |

lumlah ' .................. '

Belanja Langsung

Pembebanan pada Kode Rekening:

.. kode rek belanja...... .. nama keg....  .niiaf keg...
| wokode rek belanja....... - Agma keg....  .niiai keg...

....... kode rek belanfa......  ..nama keg...  .niloi keg...

| Jomlah SPM : B i
Uang Sejumlah : ..o sssmrmssssssmmessossmsssres

| Jumlah SPP yang diminta: ...
Uang sePumIal | ..o mmisusissimiminsiosssonnss

Nodan Tanggal SPP ...

Pasarwail, i 2017
PENGGUNA ANGGARAN /KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

RTTRRIVEMIN.. ' 1 OO

*} Coret yang tidak perlu
*) Pilih yang sesuaf

SPM ini sah apabila teiah ditandatangani dan distempel oleh SKPD |




RESUME KONTRAK

NO URAIAN ISIAN

1 | Nemor dan Tanggal DI'A SKPD

2 | Kode Kegiatan/Sub. Kegiatan

I_S Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak

4 Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

6 Nilal SPK / Kontrak

Nomor dan Tangeal Berita Acara

: Penyelesaian Ilasil Pekerjaan/Barang

8 Nomor dan Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan/Barang

9 Nomor dan Tanggzal Berita Acara

| Pembayaran

10 | Uraian dan Volume Kegiatan

11 | Cara Pembayaran

12 | Jangka WaktuPelaksanaanPekerjaan

Tanggal Batas WaktuPenyelesaian

a3 Pekerjaan

14 JangkeWaktuPemeliharaan

15 | KetentuanSanksi / Denda

16 | Nomor Pozok Wajib Pajak

| 17 | NamadanNomor Rekening Bank

Pasarwajo, ... 2017
PENGGUNA ANGGARAN /KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
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